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ABSTRAK

Vicry Raihan Tarima. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi
Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Samarinda.
Dibimbing oleh Bapak Jamaluddin MD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada
Pemerintah Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan populasi OPD di Kota
Samarinda yang berjumlah 38 OPD. Sampel penelitian merupakan pegawai
(ASN) yang bekerja di bagian keuangan dan pelayanan umum, setiap OPD
diambil dua responden. Sehingga total responden dalam penelitian sebanyak 76
responden. Teknik analisisa data yang digunakan adalah metode analisis
inferensial dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian
menyatakan bahwa: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja anggaran. (2) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
anggaran. (3) Partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
anggaran.

Kata kunci: Kinerja Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.



ABSTRACT

Vicry Raihan Tarima. Effects of Accountability, Transparency, and Budget
Participation on Budget Performance in Samarinda City Goverment. Supervised
by Jamaluddin MD.

This study aims to determine the effect of accountability, transparency, and
budget participation on budget performance in Samarinda City Goverment. This
study uses the population of 38 OPD in Samarinda City. The research sample is
an employee (ASN) who work in finance and public services, each OPD taken two
respondents. So, total respondents in the study were 76 respondents. The data
analysis technique used inferential method by using multiple linear regresion. The
result states: (1) Accountability has a significant positive effect on budget
performance. (2) Transparency has a significant positive effect on budget
performance. (3) Budget Participation has a significant positive effect on budget
performance.

Keywords: Budget Performance , Accountability, Transparency, Participation.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pada sektor publik ialah sistem akuntansi yang dipakai oleh
organisasi (lembaga publik) sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepada
masyarakat (publik). Dikutip dari Pertiwi, Surya, dan Azhar (2015) organisasi
publik dituntut mampu mengelola sumber daya atau anggaran secara akuntabel,
transparan, serta penuh tanggungjawab. Anggaran memiliki peran yang sangat
penting bagi pemerintah daerah, sebab dengan adanya anggaran pemerintah akan
memiliki rencana yang matang terkait alokasi dana untuk pembangunan daerah.
Anggaran mempunyai peranan penting, sebab anggaran merupakan alat
perencanaan, distribusi, serta alokasi sumber daya. Selain itu anggaran juga
memiliki peranan penting lainnya, yaitu sebagai alat untuk menilai kinerja
anggaran pemerintah daerah.

Kinerja merupakan hasil dari program atau kegiatan yang telah dicapai
sehubungan dengan pemakaian anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis.
Kinerja anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban anggaran,
sehingga setiap biaya (cost) yang dikeluarkan harus dimanfaatkan sebaik
mungkin. Kinerja organisasi sektor publik sangat menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Mahmudi (2016) mengatakan lembaga
publik harus terus berupaya meningkatkan Kinerja secara berkelanjutan dan
berkesinambungan. Anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil yang

terukur dengan memperhatikan tingkat kemampuan (cost).



Berdasarkan data pada laporan realisasi anggaran (LRA) kota Samarinda
yang peneliti peroleh ditemukan fenomena yang menarik, yaitu adanya belanja
anggaran yang menuju ke arah kurang efisien dan realisasi pendapatan yang tidak
mencapai 100%. Rasio efisiensi merupakan perbandingan realisasi belanja dengan
realisasi pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi ini maka belanja anggaran
semakin efisien, sebaliknya apabila rasio efisiensi semakin mendekati 100% maka
tidak efisien (Purnomo dan Putri, 2018). Berikut merupakan grafik yang
menunjukan tingkat efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja anggaran Pemkot
Samarinda tahun 2016 s.d 2020.

Gambar 1.1 Efektivitas Pendapatan & Efisiensi Belanja Anggaran
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Berdasarkan pada grafik tingkat efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja
anggaran Pemkot Samarinda yang disajikan pada gambar 1.1 menunjukan bahwa
belanja anggaran menuju ke arah yang kurang efisien di tahun 2020 dan
efektivitas pendapatan di tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai 100%. Arita dan

Suartana (2016) mengatakan tujuan dirancangnya anggaran adalah untuk



menciptakan proses pemanfaatan anggaran dengan belanja yang efisien. Kinerja
anggaran dapat dikatakan kurang baik apabila masih ditemukan ketidakefisienan
belanja. Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020) mengatakan terdapat beberapa
faktor yang dapat menentukan kinerja anggaran, diantaranya adalah akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi anggaran.

Mardiasmo (2018) mengatakan akuntabilitas merupakan tanggungjawab
pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas (kegiatan) yang dilakukan.
Akuntabilitas berarti memberikan ruang kepada masyarakat (publik) untuk ikut
berpartisipasi dalam melakukan pembangunan daerah. Akuntabilitas sangat
diperlukan sebagai tolak ukur Kinerja pemerintah untuk menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Akuntabilitas Pemkot Samarinda masih
kurang maksimal, hal ini ditunjukan dengan Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih dalam kategori B.

Selain prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran juga
diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi dan partisipasi
merupakan salah satu bagian dari penerapan good governance. Transparansi
memiliki makna pemerintah daerah menyediakan informasi seluas-luasnya secara
akurat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan
pembetukannya. Sementara partisipasi anggaran merupakan pendekatan buttom-
up dalam tahap menyusun anggaran, setiap orang yang memiliki tanggungjawab
atas pengendalian biaya atau pendapatan harus menyusun estimasi anggaran dan
diserahkan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi (Garrison, Noreen, dan

Brewer 2012).



Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran merupakan prinsip
yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran, ketiga prinsip tersebut
merupakan bagian dari good governance yang harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Menurut Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020) beberapa
faktor yang bisa mempengaruhi kinerja anggaran diantaranya ialah akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi anggaran. Tetapi tidak sedikit pula peneliti yang
temuan penelitiannya betentangan dengan apa yang dinyatakan oleh  Achmad,
Saleh, dan Cahyono (2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020)
dan Purnomo dan Putri (2018) menyatakan bahwa kinerja anggaran dipengaruhi
oleh akuntabilitas dengan signifikan. Semakin tinggi akuntabilitas maka akan
semakin baik pula kinerja anggaran pemerintah. Hasil penelitian tersebut sangat
bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Adiwirya dan Sudana (2015)
dan Arifani, Salle, dan Rante (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak
memiliki dampak yang signifikan pada Kkinerja anggaran. Dalam hasil
penelitiannya disebutkan bahwa pertanggungjawaban suatu lembaga dalam
menyediakan data (informasi) yang berkaitan dengan keputusan atau program
yang telah diambil tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap kinerja
anggaran. Dari pernyataan tersebut menunjukan hasil yang berbeda dan tentu
menjadi sebuah ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Sama halnya dengan akuntabilitas, pada transparansi dan partisipasi
peneliti-peneliti sebelumnya juga menemukan hasil yang berbeda-beda dan tidak

konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020)



menyatakan bahwa transparansi mampu mempengaruhi kinerja anggaran dengan
signifikan. Hasil penelitian Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020) bertolak
belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shara, Ovami, dan
Humairah (2020) yang dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa transparansi
tidak mempengaruhi kinerja anggaran.

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran merupakan elemen
penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk
menjaga kepercayaan masyarakat (publik) terhadap kinerja pemerintah daerah
dalam mengelola anggaran. Namun faktanya dalam hasil riset terdahulu masih
menemukan hasil yang tidak konsisten (GAP research). Masih terjadi
kesimpangsiuran. Apakah Kkinerja anggaran benar-benar dipengaruhi oleh
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran atau justru tidak dipengaruhi
oleh ketiga faktor tersebut. Untuk itu penulis ingin mencari sebuah kebenaran dan
ingin memastikan apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran
dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada Pemkot Samarinda.

Dalam riset ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup spesifik dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam riset ini penulis akan menggunakan
grand theory berupa stewardship theory dan goal setting theory, yangmana
peneliti-peneliti sebelumnya masih sedikit yang menggunakan grand theory
tersebut dalam membangun hipotesis. Perbedaan-perbedaan lainnya dengan riset

terdahulu juga terletak pada objek penelitian dan penentuan sampel yang berbeda.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang,
maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja
anggaran?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja
anggaran?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada
Kinerja anggaran?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang
telah dijelaskan sebelumnya adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi akuntabilitas terhadap kinerja
anggaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi transparansi terhadap kinerja
anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi partisipasi anggaran terhadap
Kinerja anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara teoretis

maupun manfaat secara praktis.



1. Manfaat Teoretis
Dengan adanya riset ini dapat memberikan manfaat berupa penambah
wawasan serta menambah referensi secara teoretis, sekurang-kurangnya
dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya
khususnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja
anggaran.

2. Manfaat Praktis
Bagi instansi terkait bisa menjadi masukan serta bahan pertimbangan
dalam hal pengambilan keputusan ketika menilai kinerja anggaran,
sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat dan hasilnya

diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi itu sendiri.
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2.1 Landasan Teori

Peneliti akan menggunakan 2 (dua) dasar teori untuk membangun hipotesis
penelitian, kedua teori tersebut adalah stewardship theory dan goal setting theory.
Berikut merupakan penjelasan dasar teori yang peneliti gunakan.

2.1.1 Stewardship Theory

Dikutip dari Donaldson dan Davis (1977) menjelaskan bahwa stewardship
theory (teori kepengurusan) merupakan situasi di mana manajer/pemerintah tidak
termotivasi oleh tujuan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama dalam
mencapai tujuan dan hasil yang ditetapkan. Ketika pemerintah (pengurus)
memilih untuk bertindak sebagai abdi dan mengutamakan kepentingan
masyarakat. Teori ini menunjukkan dampak positif terhadap prestasi kerja karena
kedua belah pihak bekerja menuju tujuan yang sama Davis, Schoorman, dan
Donaldson (1997).

Donaldson dan Davis (1991) menyebutkan stewardship theory
mengasumsikan bahwa ada korelasi yang ekstra kuat antara kepuasan organisasi
dan kesuksesan. Pemerintah (pengurus) yang berhasil meningkatkan kinerja
organisasi umumnya memenuhi sebagian besar maksud dan keinginan
masyarakat, karena sebagian besar tuntutan dan tujuan masyarakat adalah
mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah (Jefri, 2018). Keay (2017)

menjelaskan bahwa fungsi stewardship theory adalah sebagai mekanisme



akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan dari tujuan organisasi. Akuntabilitas
dan transparansi merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi tanggung

jawab dalam memenuhi tanggungjawab terkait seluruh kegiatan yang dilakukan.

2.1.2 Goal Setting Theory

Dasar teori yang digunakan dalam riset ini peneliti memakai goal setting
theory yang dicetuskan oleh Locke (1968). Goal setting theory ialah bagian dari
teori motivasi. Goal setting theory menitikberatkan pada betapa pentingnya
korelasi antara suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan kinerja yang akan
dihasilkan. Konsep dasarnya adalah seseorang dapat memahami mengenai tujuan
yang diharapkan oleh organisasi, sehingga pemahaman tersebut akan
mempengaruhi perilaku kerja orang tersebut. Apabila seseorang mempunyai niat
dalam mencapai suatu tujuan, maka niat itu akan memberikan efek pada tindakan
yang akan dilakukan, serta mempengaruhi konsekuensi kerjanya.

Dalam lembaga publik, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan
pencapaian kerja yang optimal dengan melibatkan bagian manajemen tingkat
bawah dan bagian menengah dalam penyusunan anggaran sebagai alat yang
diharapkan mampu memberikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dikutip
dari Locke dan Latham (2019) berdasarkan goal setting theory komitmen manajer
subordinat dapat dipengaruhi oleh partisipasi dalam mencapai target anggaran.
Wiratno, Ningsih, dan Putri (2016) mengatakan bahwa kesempatan untuk terlibat
atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kepercayaan
diri, kontrol perasaan, dan keterlibatan ego dalam berorganisasi. Locke (1968)

menyebutkan bahwa goal setting memiliki hubungan pada kesesuaian anggaran,
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setiap lembaga yang telah menentukan tujuan/target (goal) yang diformulasikan
dalam rencana anggaran akan lebih mudah untuk dicapai sesuai dengan visi dan
misi organisasi itu sendiri.
2.1.3 Kinerja Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari
program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
pemakaian anggaran berdasarkan pada kualitas, serta kuantitas yang terarah dan
terukur.  Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan suatu  bentuk
pertanggungjawaban anggaran, sehingga setiap biaya (cost) yang dikeluarkan
dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara menggabungkan antara anggaran
dengan hasil yang dikehendaki (output dan outcome). Menurut Arita dan Suartana
(2016) tujuan dirancangnya anggaran untuk menciptakan proses pemanfaatan
anggaran belanja publik yang ekonomis, efisien, praktis, dan efektif, serta tidak
melupakan tujuan awal yang fokus pada prioritas utama yaitu kepentingan
masyarakat (publik).

Menurut Shara, Ovami, dan Humairah (2020) performance based budgeting
merupakan anggaran yang bertumpu pada kemampuan sumber daya daerah dalam
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran (budget) disusun berdasarkan
kebutuhan riil yang terukur dengan memperhatikan tingkat kemampuan atau biaya
yang tersedia. Dengan demikian Kkinerja anggaran atau performance based
budgeting adalah suatu sistem yang mengutamakan pencapaian hasil sesuai

dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan
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bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada output serta outcome
dari setiap kegiatan.

Peraturan Pemerintah (PP) No0.90 tahun 2010 tentang mengatakan bahwa
penerapan kinerja anggaran paling sedikit mengandung tiga prinsip. Ketiga
prinsip tersebut adalah: 1) Prinsip alokasi anggaran yang didasarkan pada tugas
dan fungsi satuan kerja (money follow function). 2) Prinsip alokasi anggaran yang
berpedoman pada kinerja lembaga (output and outcome oriented). 3) Prinsip
fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let
the manager manages).

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas ialah bentuk tanggungjawab
kepada publik dari pemerintah atas setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan.
Akuntabilitas keuangan daerah ialah bentuk pertanggungjawaban PEMDA kepada
masyarakat (publik) yang berkenaan dengan manajemen keuangan daerah secara
transparan dan riil, bentuk akuntabilitas PEMDA diantaranya berupa laporan
realisasi anggaran yang dapat diaskes oleh berbagai elemen masyarakat ataupun
pihak-pihak yang memiliki kepentingan, publik memiliki hak dalam mengetahui
mengenai informasi yang terkandung dalam laporan tersebut.

Akuntabilitas instansi pemerintah diatur dalam PERPRES No. 29 tahun
2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ialah
bentuk realisasi dari kewajiban pemerintah untuk memberikan tanggungjawab
terkait keberhasilan ataupun kegagalan atas pelaksanaan program ataupun

kegiatan yang sebelumnya telah diamanahkan dalam mencapai visi dan misi
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satuan kerja secara terukur berdasarkan pada sasaran ataupun target yang
sebelumnya ditetapkan serta disusun secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik terdiri dari dua bentuk,
yaitu:

1) Vertical acccountability atau akuntabilitas vertikal, vyaitu bentuk
tanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi terkait pengelolaan
anggaran. Contohnya: pentanggungjawaban unit kerja (OPD) kepada
PEMDA, pertanggungjawaban PEMDA kepada pemerintah pusat, serta
pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Horizontal accountability atau akuntabilitas horizontal, yaitu bentuk

tanggungjawab pemerintah kepada publik atau masyarakat luas.

Berdasarkan pada acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas Kinerja
organisasi pemerintah yang telah diterbitkan oleh AKIP atau Kepala Lembaga

Administrasi Negara pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip:

1) Terdapat komitmen pimpinan dan juga seluruh staff instansi.

2) Berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara
konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4) Memiliki tujuan untuk mencapai visi, dan misi, selain itu juga berorientasi
pada hasil atau manfaat yang akan dicapai.

5) Adanya keakuratan, objektifitas, transparansi, serta kejujuran.
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6) Menyediakan informasi terkait keberhasilan ataupun kegagalan yang telah
di capai.
2.1.5 Transparansi

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 terkait SAP atau Standar Akuntansi
Pemerintahan di dalam Kerangka Konseptual disebutkan bahwa transparansi
merupakan kewajiban memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur
kepada publik (masyarakat) berdasarkan pertimbangan bahwa publik mempunyai
hak untuk mencari tahu ataupun mengetahui secara transparan dan menyeluruh
dari tanggungjawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah
diamanahkan, serta untuk mengukur ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan”.

Dikutip dari PP No. 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah. Dikutip dari Shara, Ovami, dan
Humairah (2020) transparansi merupakan openess atau keterbukaan kepada
masyarakat (publik) ataupun pihak-pihak yang memerlukan informasi dari
pemerintah dalam memenuhi kewajibannya berupa menyediakan informasi yang
erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah ataupun pusat
memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan keterbukaan informasi
yang seluas-luasnya mengenai informasi keuangan ataupun informasi yang
lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan

keputusan oleh masyarakat ataupun pihak- pihak yang memiliki kepentingan.
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Transparansi merupakan bagian dari asas dalam mengelola sumber daya
keuangan daerah yang sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 terkait “Pengelolaan
Keuangan Daerah” yang mana pada bagian penjelasan umum hurif ¢ disebutkan
bahwa bentuk tanggungjawab dari keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan
realisasi anggaran. Laporan adalah bentuk penguatan dari transparansi dan
akuntabilitas. Bentuk tanggungjawab keuangan daerah terdiri dari tujuh macam
laporan, dan wajib dibuat oleh PEMDA. Laporan tersebut terdiri dari; 1) Neraca,
2) Laporan realisasi anggaran, 3) Laporan operasional, 4) Laporan perubahan
saldo anggaran lebih, 5) Laporan perubahan ekuitas, 6) Laporan arus kas, dan 7)
CALK atau catatan atas laporan keuangan”.

Dikutip dari Shara, Ovami, dan Humairah (2020) mengatakan bahwa
transparansi merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap aktivitas/kegiatan
dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, sebab salah satu elemen penting dalam menciptakan suasana
pemerintahan yang terbaik melalui good governance ialah dengan adanya
pengelolaan anggaran yang transparan.

2.1.6 Partisipasi Anggaran

Pakpahan dan Augustine (2019) mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu
proses individu-individu terlibat secara langsung didalamnya dan memiliki
pengaruh dalam penyusunan target atau sasaran anggaran yang kinerjanya akan
dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target sasaran.
Penyusunan anggaran ialah suatu proses atau tahapan pengaturan peranan (role

setting) dalam menggapai sasaran anggaran serta tujuan dari suatu organisasi.
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Menurut Giri dan Dwirandra (2013) siapa saja yang terlibat dalam proses

penyusunan anggaran ataupun sumber daya akan ditetapkan sebagai partisipan.

Proses menyusun anggaran ialah tahap (step) yang dilakukan dalam rangka

menyusun dan menetapkan besaran anggaran dalam suatu aktivitas/kegiatan

sehingga terbentuk anggaran jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan atau

pegangan dalam Kkegiatan operasionalnya. Partisipasi penyusunan anggaran

memiliki aspek fungsional. Seperti apa yang dikatakan oleh Widanaputra dan

Mimba (2014) bahwa terdapat beberapa aspek fungsional dalam partisipasi,

diantaranya adalah.

1)

2)

3)

Partisipasi membentuk nilai moral seseorang menjadi meningkat,
menumbuhkan/meningkatkan minat, memberikan semangat serta
inisiatif.

Partisipasi akan mendorong kerjasama antar bagian pada suatu
lembaga/organisasi/satuan kerja.

Partisipasi dalam menyusun anggaran menjadikan para bawahan
menjadi lebih memahami tujuan yang ingin diraih serta lebih tanggap
dalam menghadapi masalah yang bisa saja terjadi dalam rangka

mencapai tujuan anggaran.

Selain itu partisipasi juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah.

1)

Partisipasi mengubah paradigma yang pada awalnya hanya bekerja
untuk sekedar menyelesaikan kewajiban menjadi bekerja karena adanya

motivasi serta niat seseorang.
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2) Moral partisipasi akan meningkat dan menciptakan inisiatif untuk lebih
berkreasi pada semua lini manajemen.

3) Merperkuat/mempererat hubungan antar pegawai serta meningkatkan
kerjasama dalam organisasi.

4) Memberikan kemudahan dalam pengelolaan anggaran sebab orang-
orang yang berpartisipasi dalam menyusun anggaran telah mengetahui
bagaimana memanfaatkan dana yang ada, sehingga tujuan anggaran
dapat dicapai sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Widanaputra dan Mimba (2014) partisipasi anggaran secara rinci

terdiri dari beberapa indikator, yaitu.

1) Sejauhmana  anggaran  dipengaruhi  oleh  keterlibatan  para
pengurus/anggota.

2) Alasan-alasan penolakan pihak manajer pada saat anggaran di proses.

3) Keinginan dalam diri seseorang untuk berpartisipasi dalam menyusun
anggaran tanpa diminta terlebih dahulu.

4) Sejauhmana atasan memiliki dampak dalam penentuan anggaran final.

5) Kepentingan partisipasi atasan dalam menyusun anggaran.

6) Anggaran didiskusikan antara pihak atasan dengan pihak bawahan terkait

pertanggungjawabannya pada saat anggaran disusun.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan

sebagai referensi dalam penelitian ini.

1.

Aiwirya dan Sudana (2015) melakukan riset dengan judul Akuntabilitas,
Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD Kota Denpasar
menyatakan bahwa Akuntabilitas dan juga Transparansi memiliki dampak
yang positif signifikan dalam meningkatkan kinerja anggaran.

Premananda dan Latrini (2017) melakukan riset dengan judul Pengaruh
Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Anggaran Pada Pemkot Denpasar menyatakan bahwa Akuntabilitas,
Transparansi, dan juga Partisipasi Anggaran memberikan dampak yang
positif signifikan dalam meningkatkan Kinerja anggaran.

Arifani, Salle, dan Rante (2018) melakukan riset dengan judul Pengaruh
Akuntabilitas, Transparansi, dan juga Pengawasan Terhadap Kinerja
Anggaran Berbasis VFM. Dalam hasil risetnya Arifani, Salle, dan Rante
(2018) menyatakan jika akuntabilitas tidak memiliki dampak dalam
meningkatkan Kkinerja anggaran. Sementara transparansi dan juga pengawasan
memiliki dampak yang signifikan positif dalam meningkatkan Kinerja
anggaran.

Purnomo dan Putri (2018) melakukan riset dengan judul Akuntabilitas,
Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep VFM

menyatakan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan juga Pengawasan
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memiliki dampak yang signifikan positif dalam meningkatkan Kkinerja
anggaran.

Umar, Syawalina, dan Khairunisa (2018) melakukan riset dengan judul
Dampak Akuntabilitas, dan juga Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Kinerja Instansi Inspektorat Aceh menyatakan bahwa Akuntabilitas dan
Transparansi  memberikan dampak yang signifikan positif dalam
meningkatkan kinerja anggaran.

Setia, Halim, dan Wahyu (2019) melakukan riset dengan judul Dampak
Akuntabilitas dan juga Transparansi Pada Kinerja Anggaran Pada Pemkot
Malang menyatakan bahwa Akuntabilitas dan juga Transparansi keduanya
memberikan dampak yang signifikan positif dalam meningkatkan Kkinerja
anggaran.

Laoli (2019) melakukan riset dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan juga
Transparansi Pada Kinerja Anggaran Berkonsep VFM Pada Pemkab Nias
menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan dampak yang signifikan positif
dalam meningkatkan Kkinerja anggaran. Sementara Transparansi tidak
memiliki dampak dalam meningkatkan kinerja anggaran.

Suharyono (2019) melakukan riset dengan judul The Effect of Accountability,
Transparency, and Supervision on Budget Performance by Using The
Concept of VFM in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Profince
menyatakan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan juga Pengawasan
mampu memberikan dampak yang signifikan positif dalam meningkatkan

Kinerja anggaran.
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11.

12.
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Jeriansyah dan Mappanyukki (2020) melakukan riset dengan judul The Effect
of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on
Local Goverment Performance menyatakan bahwa Akuntabilitas, dan juga
Transparansi mampu memberikan dampak yang signifikan positif dalam
meningkatkan kinerja anggaran.

Harnovinsah, Hakim, Erlina, dan Muda (2020) melakukan riset dengan judul
Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Budget
Performance menyatakan bahwa akuntabilitas dan juga pengawasan mampu
memberikan dampak yang signifikan positif dalam meningkatkan kinerja
anggaran. Sementara transparansi belum mampu memberikan dampak yang
signifikan pada kinerja anggaran.

Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020) melakukan riset dengan judul
Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap
Kinerja Anggaran Pada Pemda Luwu Timur menyatakan bahwa
Akuntabilitas, Transparansi, dan juga Partisipasi penyusunan anggaran
mampu memberikan dampak yang signifikan pada kinerja anggaran.

Shara, Ovami, dan Humairah (2020) melakukan riset dengan judul Dampak
Akuntabilitas dan juga Transparansi Pada Kinerja Anggaran dengan Konsep
VFM. Shara, Ovami, dan Humairah (2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas
mampu memberikan dampak yang signifikan pada Kinerja anggaran.
Sementara Transparansi belum mampu memberikan dampak yang signifikan

pada kinerja anggaran.
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Author Judul Variabel & Alat Temuan
Analisis
1 | Aiwirya dan Akuntabilitas, Independen: Aiwirya dan Sudana
Sudana (2015) | Transparansi, dan - Akuntabilitas (2015) menyatakan
Anggaran Berbasis | - Transparansi bahwa akuntabilitas
Kinerja Pada SKPD dan juga Transparansi
Kota Denpasar Dependen: memiliki dampak yang
- Kinerja positif signifikan
Anggaran dalam meningkatkan
kinerja anggaran.
Alat Analisis:
- Multiple Linear
Regresion
2 | Premananda Pengaruh Independen: Premananda dan
dan Latrini Akuntabilitas, - Akuntabilitas Latrini (2017)
(2017) Transparansi, dan - Transparansi menyatakan bahwa
Partisipasi - Partisipasi Akuntabilitas,
Anggaran Terhadap Anggaran Transparansi, dan juga
Kinerja Anggaran Partisipasi Anggaran
Pada Pemkot Dependen: memberikan dampak
Denpasar - Kinerja yang positif
Anggaran signifikan dalam
meningkatkan kinerja
anggaran.
Alat Analisis:
- Multiple Linear
Regresion
3 | Arifani, Salle, | Pengaruh Independen: Avrifani, Salle, dan
dan Rante Akuntabilitas, - Akuntabilitas Rante (2018)
(2018) Transparansi, dan - Transparansi menyatakan bahwa
juga Pengawasan - Pengawasan akuntabilitas tidak
Terhadap Kinerja memiliki dampak
Anggaran Berbasis | Dependen: signifikan dalam
VFM - Kinerja meningkatkan kinerja
Anggaran anggaran. Sementara
transparansi dan juga
Alat Analisis: pengawasan memiliki
- Multiple Linear | dampak yang
Regresion signifikan positif

dalam meningkatkan
Kinerja anggaran.

Disambung pada halaman selanjutnya
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No Author Judul Variabel & Alat Temuan
Analisis
4 | Purnomo dan | Akuntabilitas, Independen: Purnomo dan Putri
Putri (2018) Transparansi, - Akuntabilitas (2018) menyatakan
Pengawasan dan - Transparansi bahwa; Akuntabilitas,
Kinerja Anggaran | - Pengawasan Transparansi, dan juga
Berkonsep VFM Pengawasan memiliki
Dependen: dampak yang
- Kinerja signifikan positif
Anggaran dalam meningkatkan
kinerja anggaran.
Alat Analisis:
- Partial Least
Square
5 | Umar, Dampak Independen: Umar, Syawalina, dan
Syawalina, dan | Akuntabilitas, dan | - Akuntabilitas Khairunisa (2018)
Khairunisa juga Transparansi - Transparansi menyatakan bahwa;
(2018) Pengelolaan Akuntabilitas dan
Keuangan Daerah Dependen: Transparansi
Pada Kinerja - Kinerja memberikan dampak
Instansi Inspektorat yang signifikan positif
Aceh dalam meningkatkan
Alat Analisis: kinerja anggaran.
- Multiple Linear
Regresion
6 | Setia, Halim, Dampak Independen: Setia, Halim, dan
dan Wahyu Akuntabilitas dan - Akuntabilitas Wahyu (2019)
(2019) juga Transparansi - Transparansi menyatakan bahwa;
Pada Kinerja Akuntabilitas dan juga
Anggaran Pada Dependen: Transparansi keduanya
Pemkot Malang - Kinerja memberikan dampak
yang signifikan positif
dalam meningkatkan
Alat Analisis: Kinerja anggaran.
- Multiple Linear
Regresion

Disambung pada halaman selanjutnya
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No Author Judul Variabel & Alat Temuan
Analisis
7 | Laoli (2019) Pengaruh Independen: Laoli (2019)
Akuntabilitas dan - Akuntabilitas menyatakan bahwa;
juga Transparansi - Transparansi akuntabilitas
Pada Kinerja memberikan dampak
Anggaran Dependen: yang signifikan positif
Berkonsep VFM - Kinerja dalam meningkatkan
Pada Pemkab Nias Anggaran kinerja anggaran.
Sementara
Transparansi tidak
Alat Analisis: memiliki dampak
- Multiple Linear | dalam meningkatkan
Regresion kinerja anggaran.
8 | Suharyono The Effect of Independen: Suharyono (2019)
(2019) Accountability, - Akuntabilitas menyatakan bahwa;
Transparency, and | - Transparansi Akuntabilitas,
Supervision on - Pengawasan Transparansi, dan juga
Budget Pengawasan mampu
Performance by Dependen: memberikan dampak
Using The Concept | - Kinerja yang signifikan positif
of Value For Anggaran dalam meningkatkan
Money in Regional Kinerja anggaran
Business
Enterprises Alat Analisis:
(BUMD) of Riau - Regresi Linear
Profince Berganda
9 | Jeriansyah dan | The Effect of Independen: Jeriansyah dan
Mappanyukki | Accountability and | - Akuntabilitas Mappanyukki (2020)
(2020) Transparency of - Transparansi menyatakan bahwa;
Regional Financial Akuntabilitas, dan juga
Management on Dependen: Transparansi mampu
Local Goverment - Kinerja memberikan dampak
Performance Pemerintah yang signifikan positif
Daerah dalam meningkatkan
Kinerja anggaran.
Alat Analisis:
- Partial Least
Square

Disambung pada halaman selanjutnya
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No Author Judul Variabel & Alat Temuan
Analisis

10 | Harnovinsah, Effect of Independen: Harnovinsah, Hakim,
Hakim, Erlina, | Accountability, - Akuntabilitas Erlina, dan Muda
dan Muda Transparency and | - Transparansi (2020) menyatakan
(2020) Supervision on bahwa; akuntabilitas

Budget Dependen: dan juga pengawasan
Performance. - Kinerja mampu memberikan
Anggaran dampak yang
signifikan positif
dalam meningkatkan
Alat Analisis: kinerja anggaran.
- Structural Sementara transparansi
Equation belum mampu
Modeling memberikan dampak
yang signifikan pada
Kinerja anggaran.

11 | Achmad, Akuntabilitas, Independen: Achmad, Saleh, dan
Saleh, dan Transparansi, dan - Akuntabilitas Cahyono (2020)
Cahyono Partisipasi - Transparansi menyatakan bahwa;
(2020) Penyusunan - Partisipasi Akuntabilitas,

Anggaran Terhadap Penyusunan Transparansi, dan juga
Kinerja Anggaran Anggaran Partisipasi penyusunan
Pada Pemda Luwu anggaran mampu
Timur Dependen: memberikan dampak
- Kinerja yang signifikan pada
Anggaran kinerja anggaran.
Alat Analisis:
- Multiple Linear
Regresion

12 | Shara, Ovami, | Dampak Independen: Shara, Ovami, dan
dan Humairah | Akuntabilitas dan - Akuntabilitas Humairah (2020)
(2020) juga Transparansi - Transparansi menyatakan bahwa;

Pada Kinerja Akuntabilitas mampu
Anggaran dengan Dependen: memberikan dampak
Konsep VFM - Kinerja yang signifikan pada
Anggaran Kinerja anggaran.
Sementara
Alat Analisis: Transparansi belum
- Multiple Linear | mampu memberikan
Regresion dampak yang
signifikan pada kinerja
anggaran.

Sumber: Review berbagai jurnal
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2.3 Rerangka Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) dasar teori sebagai acuan dalam
pengembangan hipotesis. Teori yang peneliti gunakan adalah stewardship theory
dan goal setting theory. Penggunaan stewardship theory sebagai referensi dan
acuan dalam pengembangan hipotesis mengenai hubungan akuntabilitas dengan
Kinerja anggaran, dan hubungan transparansi dengan kinerja anggaran. Sedangkan
goal setting theory sebagai referensi dan acuan dalam pengembangan hipotesis
mengenai hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja anggaran.

Keay (2017) menjelaskan bahwa fungsi stewardship theory adalah sebagai
mekanisme akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan atas tujuan organisasi.
Akuntabilitas dan transparansi merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi
tanggung jawab dalam rangka memberikan tanggungjawab atas seluruh kegiatan.
Christensen dan Leegreid (2015) mengatakan bahwa terdapat hubungan timbal
balik antara akuntabilitas dan kinerja dalam pemerintahan. Pada kasus ini,
akuntabilitas dan transparansi difokuskan pada kenyataan bahwa pemerintah
berkewajiban untuk menjelaskan serta menyajikan informasi yang erat kaitannya
dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kewajiban ini mengacu pada
dasar tujuan pemerintahan, yaitu melayani masyarakat.

Goal setting theory menjelaskan proses yang melibatkan pimpinan dan
karyawan secara bersama-sama dalam penentuan tujuan kerja. Dikutip dari Locke
dan Latham (2019) berdasarkan goal setting theory menyebutkan jika partisipasi
mampu meningkatkan komitmen manajer subordinat dalam mencapai tujuan

anggaran. Dalam konsep penelitian goal setting theory digunakan untuk
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menjelaskan hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja anggaran. Partisipasi
dalam penyusunan anggaran akan menentukan tujuan (goal) bersama, sehingga
tujuan kerja lebih terarah.

Untuk mempermudah pemahaman tentang pemikiran yang dikembangkan
dalam riset, maka dapat digambarkan dalam rerangka konseptual berikut:

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual Penelitian

\
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Sumber: Rerangka pemikiran dikembangkan.
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2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Dikutip dari perspektif stewardship theory, Donaldson dan Davis (1977)
menjelaskan bahwa manajer/pemerintah tidak termotivasi oleh tujuan individu
tetapi mengutamakan kepentingan bersama dalam meraih sasaran serta hasil yang
ditetapkan. Keay (2017) menjelaskan bahwa fungsi stewardship theory adalah
sebagai mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.
Jefri (2018) menyebutkan bahwa pemerintah yang berhasil meningkatkan kinerja
organisasi umumnya memenuhi sebagian besar maksud dan keinginan
masyarakat, karena sebagian besar tuntutan dan tujuan masyarakat dilayani
dengan sebaik mungkin oleh pemerintah.

Akuntabilitas merupakan titik sentral yang mempengaruhi Kinerja
anggaran pada unit kerja Pemkot Samarinda. Semakin tinggi akuntabilitas yang
diberikan oleh setiap OPD yang berada di unit kerja Pemerintah Kota Samarinda
dalam menjawab segala hal yang berkaitan dengan penggunaan angaran, maka
semakin baik kinerja anggaran yang akan dicapai (Harnovinsah et al, 2020).
Jeriansyah dan Mappanyukki (2020) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas
dalam mengelola keuangan PEMDA dengan baik mampu memberikan dampak
yang positif pada kinerja PEMDA. Berdasarkan pendekatan stewardship theory,
pemerintah yang berhasil meningkatkan capaian kinerja pada umumnya
memenuhi sebagian besar tujuan dan aspirasi masyarakat karena pemerintah dapat

melayani sebagian besar aspirasi dan tujuan masyarakat dengan baik (Jefri, 2018).
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Penelitian terdahulu dari Harnovinsah, Hakim, Erlina, dan Muda (2020) dan
Achmad, Saleh, dan Cahyono (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas mampu
memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja anggaran dengan
signifikan. Laoli (2019) menyebutkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan
mendorong hasil kinerja anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif.
Berdasarkan pemaparan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka
hipotesis pertama yang dibangun dalam riset ini adalah:

Hi . Akuntabilitas memiliki dampak yang positif dan signifikan pada

Kinerja anggaran.

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

Dikutip dari stewardship theory Donaldson dan Davis (1977) menjelaskan
bahwa manajer/pemerintah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi
mengutamakan kepentingan bersama dalam merah sasaran serta hasil yang
ditetapkan. Seorang pemimpin/pemerintah memiliki kewajiban dalam transparansi
dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mengungkapkan seluruh
aktivitas atau kegiatannya kepada pemberi tanggung jawab/masyarakat.

Transparansi memiliki peran yang sangat penting, sebab dengan adanya
transparansi akan memudahkan masyarakat (publik) mengetahui kebijakan atau
keputusan yang sebelumnya ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah. Jitmau,
Kalangi, dan Lambey (2017) mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban
dalam menyajikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan

kebijakannya. Dengan demikian, semakin besarnya transparansi khususnya yang
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berkaitan degan pengelolaan keuangan daerah yang notabene dibutuhkan
masyarakat nantinya mampu meningkatkan kinerja anggaran pemerintah.

Dikutip dari Jefriansyah dan Mappayukki (2020), serta Achmad, Saleh, dan
Cahyono (2020) menyebutkan bahwa dengan adanya transparansi yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak yang positif dalam
meningkatkan kinerja anggaran. Schillemans dan Bjurstrgm (2019) mengatakan
bahwa penerapan pengelolaan dana yang dilandasi transparansi menggambarkan
kinerja dari lembaga/organisasi yang baik. Ini karena pemerintah dapat dipercaya
dan lebih fokus pada tujuan bersama daripada tujuan individu. Manajemen
keuangan yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan secara
secara transparan, dan dilakukan dengan penuh keseriusan dalam mengelola
pemerintahan jujur, transparan, serta bebas korupsi.

Berdasarkan pemaparan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka
hipotesis kedua yang dibangun dalam riset ini adalah:

H, . Transparansi memiliki dampak yang positif dan signifikan pada

Kinerja anggaran.

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran

Pada perspektif goal setting theory Locke (1968) menekankan pada betapa
pentingnya korelasi diantara sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan
kinerja yang akan dihasilkan. Konsep dasarnya adalah seseorang mampu
memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, sehingga pemahaman tersebut
akan mempengaruhi perilaku kerja orang tersebut. Pada penelitian Wiratno,

Ningsih, dan Putri (2016) menyatakan bahwa dengan ikut terlibat atau
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berpartisipasi dalam menyusun anggaran akan meningkatkan kepercayaan diri,
kontrol perasaan, dan keterlibatan ego dalam berorganisasi.

Goal setting theory merupakan proses/tahapan yang melibatkan pihak
pimpinan serta karyawan untuk menentukan sasaran atau tujuan kerja yang
nantinya akan dikerjakan secara bersama-sama. Pada penelitian Locke dan
Latham (2019) berdasarkan goal setting theory menyebutkan bahwa dengan
adanya partisipasi mampu memberikan peningkatan komitmen dalam mencapai
target atau sasaran anggaran. Pemahaman atas tujuan anggaran dan organisasi
menghasilkan keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Hal
tersebut yang akan memberikan dampak pada keutamaan atau kepentingan
organisasi jika dibandingkat dengan tujuan pribadi.

Partisipasi memberikan kesempatan kepada semua pihak baik itu atasan
maupun bawahan dalam instansi pemerintah untuk menyusun anggaran.
Keikutsertaan bawahan dalam menyusun besaran anggaran akan menjadi
mekanisme pertukaran pikiran ataupun informasi yang berguna dalammencapai
rencana kerja yang lebih baik, sehingga diharapkan akan tercapainya kinerja yang
tercapai dengan maksimal. Dengan adanya komitmen organisasi yang dibangun
dengan partisipasi juga akan mengurangi tekanan atau kegelisahan bawahan,
sebab dengan keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, bawahan akan
mengetahui tujuan yang lebih jelas yang menjadi target dan nantinya akan dicapai.

Berdasarkan hasil riset Premananda dan Latrini (2017) dan Achmad, Saleh,
dan Cahyono (2020) disebutkan bahwa dengan partisipasi anggaran mampu

memberikan efek positif dalam meningkatkan kinerja anggaran dengan signifikan.
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Keikutsertaan bawahan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan,
keputusan tersebut akan tersebut akan memberikan dampak dimasa mendatang.
Berdasarkan pemaparan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka
hipotesis ketiga yang dibangun dalam riset ini adalah:

H; . Partisipasi anggaran memiliki dampak yang positif dan signifikan pada

Kinerja anggaran.

2.5 Model Penelitian
Dengan demikian model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian

Akuntabilitas

Kinerja
Anggaran

Transparansi

Partisipasi
Anggaran
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METODE PENELITIAN

3.1 Defisini Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan
variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi anggaran yang disimbolkan dengan Xi, Xz, dan Xa.
Serta variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran yang
disimbolkan dengan Y. Untuk mempermudah pemahaman, maka akan dijelaskan

mengenai definisi operasional dan pengukuran pada setiap variabel dibawah ini:

3.1.1 Kinerja Anggaran (Y)

Kinerja anggaran merupakan suatu sistem anggaran pada Pemerintah Kota
Samarinda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengutamakan
pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi perencanaan biaya (input) yang
ditetapkan. Dalam penelitian ini pengukuran variabel kinerja anggaran diadopsi
dari penelitian Harnovinsah, Hakim, Erlina, dan Muda (2020) menggunakan
kuisioner dan dalam penelitian ini diukur dengan rating scale. Total
pertanyaan/pernyataan dalam penelitian ini terdiri dari 11 pernyataan yang dapat
dilihat pada Lampiran 1. Indikator-indikator pengukuran kinerja anggaran dalam

penelitian ini meluputi.

1. Anggaran dikelola dengan sebaik mungkin yang berorientasi pada

kepentingan publik.
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2. Anggaran dikelola dengan ekonomis dan mengurangi pengeluaran yang
yang tidak produktif.

3. Anggaran dikelola dengan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Anggaran dikelola dengan efektif dimana seluruh program yang
ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan.

5. Anggaran dikelola dengan adil dan merata dimana ada kesempatan
sosial yang sama untuk mendapatkan peyananan publik yang
berkualitas.

6. Anggaran dikelola dengan merata dan penggunaanya tidak
terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

7. Pemerintah daerah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

8. Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi kepentingan publik.

9. Anggaran digunakan dengan efisien dan hemat dalam setiap
pelaksanaan kegiatan.

10. Penerapan prinsip ekonomi, efisien, efektif dalam penggunaan
anggaran.

11. Value for money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah
dalam mencapai pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis,
efisien, dan efektif..

3.1.2 Akuntabilitas (Xi)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Samarinda

melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. Dalam
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penelitian ini pengukuran variabel akuntabilitas diadopsi dari penelitian
Harnovinsah, Hakim, Erlina, dan Muda (2020) menggunakan kuisioner dan dalam
penelitian ini diukur dengan rating scale. Total pertanyaan/pernyataan dalam
penelitian ini terdiri dari 9 pernyataan yang dapat dilihat pada Lampiran 1.
Indikator-indikator pengukuran akuntabilitas dalam penelitian ini meluputi:
1. Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat.
2. Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada publik.
3. Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam
pengelolaan anggaran.
4. Masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui dokumen anggaran.
5. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan
untuk mengevaluasi anggaran.
6. Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus.
7. Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu.
8. Dalam mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan target
dengan realisasi anggaran.
9. Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan
kepada masyarakat luas (publik).
3.1.3 Transparansi (Xz)
Transparansi merupakan keterbukaan Pemerintah Kota Samarinda melalui
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada publik tentang semua informasi yang
berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini

pengukuran variabel transparansi diadopsi dari penelitian Harnovinsah, Hakim,
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Erlina, dan Muda (2020) menggunakan kuisioner dan dalam penelitian ini diukur
dengan rating scale. Total pertanyaan/pernyataan dalam penelitian ini terdiri dari
9 pernyataan yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Indikator-indikator
pengukuran transparansi dalam penelitian ini meluputi:
1. Pemerintah berkewajiban untuk mengumumkan anggaran kepada publik
sebagai bentuk transparansi anggaran.
2. Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi
anggaran.
3. Masyarakat mudah untuk mengakses dokumen tentang anggaran.
4. Masyarakat sulit untuk mengakses dokumen pubik yang berkaitan
dengan anggaran karena birokrasi yang sulit.
5. Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.
6. Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu dilakukan dengan
tepat waktu.
7. Transparansi anggaran dapat mengakomodasi aspirasi/suara masyarakat.
8. Pengumuman terkait anggaran dapat diakses oleh publik setiap waktu.
9. Pengumuman kebijakan yang berkaitan dengan anggaran mudah
didapatkan oleh publik.
3.1.4 Partisipasi Anggaran (Xs)
Partisipasi anggaran merupakan sejauhmana keterlibatan Aparatur
Pemerintah Kota Samarinda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menentukan atau menyusun anggaran. Pengukuran variabel partisipasi anggaran

diadopsi dari penelitian Nurcahyani (2010) dan dalam penelitian ini diukur
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dengan rating scale dengan alternatif jawaban dari 0 (nol) hingga 10 (sepuluh).
Poin 0 (nol) menunjukan sangat tidak berpartisipasi dan poin 10 (sepuluh)
menunjukan partisipasi yang tinggi. Total pernyataan dalam penelitian ini terdiri
dari 6 (enam) pertanyaan yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Indikator-indikator
pengukuran partisipasi anggaran dalam penelitian ini meluputi.

1. Kategori manakah yang menjelaskan keterlibatan Bapak/Ibu/Sdr/i ketika
proses penyusunan anggaran dan ditetapkan?

2. Kategori manakah yang menjelaskan alasan yang diberikan oleh
pimpinan Bapak/Ibu/Sdr/i ketika revisi anggaran dibuat?

3. Seberapa sering Bapak/lbu/Sdr/i menyatakan pendapat dan usulan
tentang anggaran kepada pimpinan Bapak/Ibu/Sdr/i tanpa diminta?

4. Seberapa besar Bapak/lbu merasa bahwa Bapak/Ibu/Sdr/i memiliki
pengaruh dalam penetapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)?

5. Seberapa besar kontribusi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA)?

6. Seberapa sering pimpinan Bapak/Ibu/Sdr/i meminta pendapat atau usulan
Bapak/Ibu selama Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disusun dan
ditetapkan?

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Gani dan Amalia (2015) populasi adalah sekelompok atau

kumpulan elemen yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi

penelitian pada Pemerintah Kota Samarinda yaitu seluruh Organisasi Perangkat
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Daerah (OPD). Total populasi dalam penelitian ini sebanyak 38 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Sampel menurut Gani dan Amalia (2015) adalah sebagian dari populasi
yang diambil sebagai sumber data berdasarkan Kkriteria-kriteria yang telah
ditetapkan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 orang aparatur pengurus
pemerintahan pada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda.
Untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode sampel jenuh atau metode sensus. Oleh karena itu, setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwakili oleh 2 (dua) orang sebagai
responden. Kedua responden tersebut adalah Pegawai Bagian Umum dan Pegawai
Bagian Keuangan. Daftar sampel dalam penelitian dapat dilihat pada Lampiran
2.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan
rating scale. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Yudarudin (2014) data primer
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian
ini data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang ada di Kota Samarinda.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan metode survey dengan menyebarkan kuisioner pada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang ada di Kota Samarinda. Kuisioner diberikan langsung kepada
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responden dan untuk pengembaliannya akan diambil sendiri oleh peneliti pada
waktu yang telah ditentukan. Penilaian atas item pada kuisioner diukur dengan
rating scale pada variabel partisipasi anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja anggaran diukur dengan 0 (nol) sampai 10 (sepuluh) poin. Semakin tinggi
penilaian responden pada setiap item pertanyaan maka nilainya semakin baik.
3.5 Analisa Data
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple linear regresion) dibantu
dengan menggunakan program SPSS dalam mengolah data penelitian. Adapun
metode-metode yang perlu dilakukan analisis adalah.
3.5.1 Uji Instrumen

Uji instrumen merupakan bagian dari pengujian prasyarat yang dilakukan
sebelum pengujian regresi linear berganda. Uji intrumen penelitian dengan
menggunakan kuisioner diperlukan uji validitas dan uji teliabilitas terlebih dahulu.
Berikut merupakan penjelasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dalam
penelitian ini.
3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner.
Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu
mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuisioner tersebut (Yudarudin, 2014). Uji
validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan
cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan

ataupun pernyataan. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r
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hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) n-2 dengan alpha 5% (0,05),
dalam hal ini n adalah jumlah sampel.
3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dalam penelitian ini dilakukan
dengan melihat nilai Statistic Cronbach Alpha (a). Semakin dekat koefisien
keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari
0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari
0,80 adalah sangat baik. Sehingga, apabila suatu konstruk menunjukan nilai
Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 ( a > 0,60 ) maka variabel tersebut reliabel.
3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi
berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji prasyarat yaitu uji asumsi klasik. Uji
asumsi klasik diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang BLUE (Best
Linear Unbiased Estimate). Berikut adalah hasil uji asumsi Kklasik dalam
penelitian ini:
3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki
variabel residual (error) yang berdistribusi normal. Dalam penggunaan SPSS uji
normalitas dapat ditempuh dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov
Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai, (Sig) < 0,05 maka data residual berdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai, (Sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal.
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika antar variabel
independen terdapat korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan indikasi
adanya multikolinearitas. Untuk melihat ada atau tidaknya masalah
multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai VIF pada setiap
variabel independen. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih
kecil dari 1,0 berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas.
3.5.2.3 Uji Heterokedaktisitas

Uji Heterokedaktisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Untuk mengetahui data non heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS dapat
digunakan metode uji Glejser dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig > 0,05, artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai Sig < 0,05, artinya terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi

Menurut Yudarudin (2014) analisis regresi linear berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel
bebas dengan satu variabel terikat, dan untuk memprediksi nilai dari variabel

bebas apabila nilai variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan. Pada
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penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi anggaran. Sedangkan variabel terikat adalah kinerja anggaran. Model
persamaan regresi dalam penelitian ini adalah.

Y =a+ PuXy+ PXo +P3Xz+ e

Keterangan:

Y = Kinerja Anggaran
X1 = Akuntabilitas

X, = Transparansi

Xs = Partisipasi Anggaran

B = Koefisien Regresi Variabel X
a = Konstanta
€ = Standar error

Jika koefisien bertanda positif (+) maka dapat dikatakan bahwa antara
variabel independen dengan variabel dependen berjalan satu arah, setiap
penurunan atau peningkatan variabel independen akan diikuti dengan peningkatan
atau penurunan variabel dependennya. Sementara tanda negatif (-) pada nilai b
menunjukan bahwa antara variabel independen dengan variabel dependen berjalan
dua arah, setiap terjadi peningkatan variabel independen akan diikuti dengan
penurunan variabel dependennya, begitu pula jika sebaliknya.

3.5.4 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua semua variabel

bebas yang dimasukan kedalam model layak untuk diteliti. Cara mengetahui

layak atau tidaknya yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan (o)
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sebesar 0,05 (5%). Nilai signifikansi untuk melihat kelayakan model penelitian
dapat diperoleh pada Uji F. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F sebagai
berikut:
1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka model yang digunakan tidak layak
untuk diteliti.
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model yang digunakan layak untuk
diteliti.
3.5.5 Koefisien Determinasi (R Square)

Dalam Gani dn Amalia (2015) koefisien determinasi adalah koefisien nilai
yang menunjukkan besarnya variasi-variabel terikat yang dipengaruhi oleh variasi
variabel bebas. Apabila nilai R Square suatu regresi mendekati satu, maka
semakin baik regresi tersebut dan apabila semakin mendekati nol, maka variabel
independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variable dependen. R
Square digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji t
digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh
terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria terbukti atau tidak terbukti
hipotesis adalah sebagai berikut:

H: : Jika diperoleh tingkat signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi variabel
akuntabilitas memiliki arah positif (B>0). Maka hipotesis (H:) yang

diajukan diterima.
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Ha : Jika diperoleh tingkat signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi variabel
transparansi memiliki arah positif (f>0). Maka hipotesis (Hz) yang
diajukan diterima.

Hs : Jika diperoleh tingkat signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi variabel
partisipasi anggaran memiliki arah positif (8>0). Maka hipotesis (Hz)
yang diajukan diterima.

Jika nilai signifikansi (sig) dan arah hubungan (B) tidak sesuai dengan
kriteria pengujian hipotesis tersebut maka artinya hipotesis yang diajukan tidak

diterima.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

9.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Jumlah OPD di Kota
Samarinda sebanyak 38 OPD. Peneliti menggunakan selurunh OPD sebagai objek
penelitian. Untuk memperoleh data peneliti menyebarkan kuisioner yang berisi
pertanyaan dan pernyataan yang harus diisi oleh 2 (dua) orang perwakilan dari
masing-masing OPD. Dua orang yang mengisi kuisioner adalah ASN yang
bekerja pada bagian keuangan dan pelayanan umum. Rincian dari penyebaran
kuisioner sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Kuisioner

Keterangan Jumlah Persentase (%)
Kuisioner Yang Dibagikan 76
Kuisioner Yang Kembali 76 100%
Kuisioner Yang Tidak Kembali 0 0
Total 76 100%

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan rincian kuisioner yang disajikan pada tabel 4.1 peneliti
membagikan 76 kuisioner kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Masing-masing OPD peneliti berikan 2 kuisioner yang harus diisi oleh bagian
keuangan dan pelayanan umum. Dari 76 kuisioner yang dibagikan seluruhnya
diisi dan kembali kepada peneliti (kembali 100%). Peneliti membagikan kuisioner
dengan cara mengantarkan langsung ke setiap OPD yang ada di Kota Samarinda

dan setelah diisi peneliti mengambilnya kembali pada masing-masing OPD.

43
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9.2 Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden digunakan untuk menggambarkan secara
umum terkait pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan dari keseluruhan
responden yang telah mengisi kuisioner. Total kuisioner yang dibagikan sebanyak
76 kuisioner, dan seluruhnya terisi dan dikembalikan ke peneliti. Responden pada
penelitian adalah pegawai tetap (ASN) yang bekerja di OPD Kota Samarinda.
Karena kuisioner berhasil terisi seluruhnya, sehingga jumlah responden pada
penelitian sebanyak 76 responden yang mewakili 36 OPD Kota Samarinda dengan
setiap OPD terdiri dari 2 responden.

Berikut merupakan gambaran umum terkait pendidikan terakhir dan latar
belakang pendidikan responden yang telah peneliti kelompokan:
9.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Diploma,
Sarjana, Magister, dan Doktor. Berikut merupakan karakteristik responden
berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Responden

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1. Diploma (D3) 8 10,5%

2. | Sarjana (S1) 62 81,6%

3. Magister (S2) 6 7,9%

4, Doktor (S3) 0 0%
Total 76 100%

Sumber: Data olahan 2022
Berdasarkan pada karakteristik pendidikan terakhir responden yang
disajikan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden dengan pendidikan Diploma

(D3) sebanyak 8 orang (10,5%). Responden dengan pendidikan Sarjana (S1)
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sebanyak 62 orang (81,6%). Responden dengan pendidikan Magister (S2)
sebanyak 6 orang (7,9%). Sedangkan responden dengan pendidikan Doktor (S3)
sebanyak 0 (0%). Dari uraian karakteristik responden tersebut diketahui bahwa
penelitian di dominasi oleh responden dengan pendidikan Sarjana (S1) dengan
jumlah 62 orang atau 81,6% dari keseluruhan responden.
9.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Latar belakang pendidikan responden dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu
Akuntansi, Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Hukum, dan Lainnya. Berikut
merupakan karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan:

Tabel 4.3 Latar Belakang Pendidikan Responden

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1. Akuntansi 13 17,1%

2. Hukum 5 6,6%

3. Ilmu Pemerintahan 11 14,5%

4. Manajemen 14 18,4%

5. Lainnya 33 43,4%
Total 76 100%

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan pada karakteristik latar belakang pendidikan responden yang
disajikan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden dengan latar belakang
pendidikan Akuntansi sebanyak 13 orang (17,1%). Responden dengan latar
belakang pendidikan Hukum sebanyak 5 orang (6,6%). Responden dengan latar
belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan sebanyak 11 orang (14,5%). Responden
dengan latar belakang pendidikan Manajemen sebanyak 11 orang (18,4%).
Sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan Lainnya sebanyak 33

(43,4%). Dari uraian karakteristik responden tersebut diketahui bahwa penelitian
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di dominasi oleh responden dengan latar belakang pendidikan Lainnya dengan
jumlah 33 orang atau 43,4% dari keseluruhan responden.
9.3 Hasil Uji Instrumen

Uji instrumen pada penelitian terdiri dari 2 tahapan. Uji pertama adalah uji
validitas dan uji yang kedua adalah uji reliabilitas. Berikut merupakan hasil uji
instrumen pada penelitian:
9.3.1 Hasil Uji Validitas

Berikut merupakan hasil uji validitas pada masing-masing indikator variabel
penelitian. Uji validitas digunakan untuk mencari tahu apakah indikator dari
setiap item pertanyaan valid. Untuk mencari tahu item pertanyaan valid atau tidak
peneliti melakukan pengujian pearson dengan membandingkan nilai r hitung
dengan nilai r tabel. Indikator dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih
besar dari nilai r tabel. Pada penelitian ini nilai r tabel dengan alpha 0,05 dan
N=76 df (n-2) sebesar 0,225. Berikut adalah nilai r hitung dari hasil uji validitas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Indikator Akuntabilitas (X1)

Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan
X1.1 0,705 0,225 Valid
X1.2 0,652 0,225 Valid
X1.3 0,750 0,225 Valid
X1.4 0,535 0,225 Valid
Akuntabilitas (X1) X1.5 0,741 0,225 Valid
X1.6 0,737 0,225 Valid
X1.7 0,664 0,225 Valid
X1.8 0,665 0,225 Valid
X1.9 0,730 0,225 Valid

Sumber: Data olahan 2022
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Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel 4.4 diketahui

bahwa nilai r hitung setiap indikator penyusun variabel akuntabilitas (X1) berada

lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,225). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel akuntabilitas (X1)

dinyatakan valid.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Indikator Transparansi (X2)

Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan
X2.1 0,807 0,225 Valid
X2.2 0,779 0,225 Valid
X2.3 0,796 0,225 Valid
X2.4 0,663 0,225 Valid
Transparansi (X2) X2.5 0,697 0,225 Valid
X2.6 0,716 0,225 Valid
X2.7 0,702 0,225 Valid
X2.8 0,832 0,225 Valid
X2.9 0,793 0,225 Valid

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel 4.5 diketahui

bahwa nilai r hitung setiap indikator penyusun variabel transparansi (X2) berada

lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,225). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel transparansi (X2)

dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Indikator Partisipasi Anggaran (X3)

Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan
X3.1 0,895 0,225 Valid
X3.2 0,860 0,225 Valid
L X3.3 0,901 0,225 Valid
Partisipasi Anggaran (X3) X34 0.946 0225 Vaiid
X3.5 0,937 0,225 Valid
X3.6 0,916 0,225 Valid

Sumber: Data olahan 2022
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Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel 4.6 diketahui
bahwa nilai r hitung setiap indikator penyusun variabel partisipasi anggaran (X3)
berada lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,225). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel partisipasi anggaran

(X3) dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Indikator Kinerja Anggaran ()

Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan

Y.l 0,731 0,225 Valid

Y.2 0,799 0,225 Valid

Y.3 0,808 0,225 Valid

Y4 0,841 0,225 Valid

Y.5 0,703 0,225 Valid

Kinerja Anggaran (Y) Y.6 0,738 0,225 Valid
Y.7 0,719 0,225 Valid

Y.8 0,749 0,225 Valid

Y.9 0,786 0,225 Valid

Y.10 0,754 0,225 Valid

Y.11 0,772 0,225 Valid

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel 4.7 diketahui
bahwa nilai r hitung setiap indikator penyusun variabel kinerja anggaran (Y)
berada lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,225). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel kinerja anggaran ()
dinyatakan valid.

Karena hasil uji validitas pada setiap variabel (akuntabilitas, transparansi,
partisipasi anggaran, dan kinerja anggaran) telah terpenuhi, maka dapat dilakukan
uji instrumen tahap berikutnya vyaitu, uji reliabilitas. Berikut merupakan hasil

pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel:
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9.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah setiap item indikator mampu mengkonstruk
variabel, maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu konstruk dapat dikatakan
reliabel apabila memperoleh nilai alpha cronbach’s yang lebih besar dari 0,60.
Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas pada penelitian ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Alpha Cronbach’s Keterangan Kesimpulan
Akuntabilitas (X1) 0,866 > 0,600 Reliabel
Transparansi (X2) 0,906 > 0,600 Reliabel
Partisipasi Anggaran (X3) 0,958 > 0,600 Reliabel
Kinerja Anggaran (Y) 0,929 > 0,600 Reliabel

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan pada hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.8
diketahui bahwa nilai alpha cronbach’s pada variabel akuntabilitas (X1) sebesar
0,866, variabel transparansi (X2) sebesar 0,906, variabel partisipasi anggaran (X3)
sebesar 0,958. Selanjutnya, nilai alpha cronbach’s pada variabel kinerja anggaran
(Y) sebesar 0,929. Nilai alpha cronbach’s pada masing-masing variabel telah
melebihi batas minimum sebesar > 0,600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
indikator mampu mengkonstruk setiap variabel dan seluruh variabel penelitian
dinyatakan reliabel.
9.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dipakai sebagai uji prasyarat sebelum dilakukan
pengujian hipotesis dengan uji t. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk
memperoleh hasil regresi yang tidak bias. Berikut hasil pengujian asumsi klasik
pada penelitian, dimulai dari pengujian normalitas, selanjutnya pengujian

multikolinearitas, dan terakhir pengujian heteroskedastisitas:
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Dalam ilmu statistik regresi merupakan bagian dari statistik parametrik.

Statistik parametrik mewajibkan data terdistribusi dengan normal. Peneliti

menggunakan metoda Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data penelitian

berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam metoda Kolmogorov-Smirnov data

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila diperoleh parameter signifikansi

(Sig.) yang lebih besar dari 0,05. Berikut hasil pengujian normalitas data pada

penelitian:
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas
Unstandardized
Residual

N 76
Normal Parameters®® Mean 0,0000000

Std. Deviation 5,37704574
Most Extreme Differences Absolute 0,047

Positive 0,047

Negative -0,045
Test Statistic 0,047
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200°¢

Sumber: Data olahan 2022

Hasil pengujian normalitas dengan metoda One-Sample Kolmogorov-

Smirnov yang disajikan pada tabel 4.9 diketahui bahwa distribusi data normal.

Distribusi data yang normal dapat diamati dari parameter signifikansi (Sig. 2-

tailed) yangmana nilainya lebih besar dari alpha 0,05 (0,200 > 0,05). Atas dasar

perolehan parameter signifikansi yang dididapat, sehingga dapat disimpulkan data

berdistribusi dengan normal.
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Selain dengan metoda One-Sample Kolmogorov-Smirnov untuk melihat
apakah data telah benar-benar terdistribusi dengan normal dapat juga dilihat dari
normal p-plot dibawah ini:

Gambar 4.1 Normal P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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Dalam gambar 4.1 dapat diamati bahwa sebaran data (item data) mengikuti
sumbu diagonal. Pada hasil uji One-Sample Kolmogorov Smirnov juga telah
menghasilkan parameter signifikansi sebesar 0,200. Kemudian pada normal p-plot
sebaran data telah mengikuti dan searah sumbu diagonal, sehingga bisa diartikan
pengujian normalitas data telah terpenuhi.

9.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mencari tahu apakah pada

persamaan model regresi terdapat hubungan antar variabel independen (X). Untuk

memutuskan ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antar variabel (X) dapat
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dilihat pada perolehan nilai VIF atau tolerance Ghozali (2016). Hasil pengujian
multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 Akuntabilitas (X1) 0,446 2,240
Transparansi (X2) 0,447 2,238
Partisipasi Anggaran (X3) 0,781 1,281

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang disajikan pada tabel
4.10 diketahui bahwa parameter VIF pada masing-masing variabel sebesar (X1-
2,240; X2-2,238; dan X3-1,281). Mengacu pada perolehan nilai VIF tersebut
diketahui bahwa secara keseluruhan nilai VIF berada lebih kecil dari batas
maksimum VIF sebesar 10. Kemudian parameter tolerance pada masing-masing
variabel sebesar (X1-0,446; X2-447; dan X3-781). Mengacu pada perolehan nilai
tolerance tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan nilai tolerance berada lebih
besar dari batas minimum sebesar 0,10. Karena parameter VIF lebih rendah dari
10 dan juga parameter tolerance yang lebih besar dari 0,10 sehingga bisa
disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada model penelitian.
9.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dipakai untuk mencari tahu apakah ada
perbedaan varians nilai residual pada seluruh data observasi dalam model regresi.
Model yang baik adalah yang tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.
Untuk menjawab ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas peneliti memakai

metode sactterplot dan glejser yang hasilnya tersaji dibawah ini:



Gambar 4.2 Scatterplot
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Pada gambar 4.2 dapat diamati bahwa data penelitian menyebar dengan

acak tidak membentuk pola-pola tertentu. Dalam gambar tersebut juga dapat

diamati bahwa titik-titik data tersebar dengan rata, diatas dan juga dibawah, dikiri

dan juga dikanan nilai 0 atau sumbu Y. Kondisi yang demikian menunjukan

bahwa tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Untuk lebih memastikan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas,

maka dilakukan pengujian glejser dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 | (Constant) 9,589 3,470 2,763 | 0,007
Akuntabilitas (X1) -0,076 0,072 -0,183 -1,064| 0,291
Transparansi (X2) 0,022 0,057 0,067 0,390 | 0,698
Partisipasi Anggaran (X3) -0,030 0,035 -0,111 -0,8501 0,398

Sumber: Data olahan 2022
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Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metoda glejser yang disajikan
pada tabel 4.11 menunjukan parameter signifikansi pada masing-masing variabel
berada lebih besar dari alpha 0,05. Akuntabilitas (X1) sebesar 0,291 (0,291 >
0,05), Transparansi (X2) sebesar 0,698 (0,698 > 0,05), dan Partisipasi Anggaran
sebesar 0,398 (0.398 > 0,05). Dalam metoda glejser model tidak mengandung
masalah heteroskedastisitas apabila parameter signifikansi (Sig.) variabel berada
lebih besar dari 0,05. Karena parameter singnifikansi yang diperoleh lebih besar
dari 0,05 pada masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

9.5 Hasil Analisis Regresi

Regresi pada penelitian terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yaitu: 1)
Akuntabilitas, 2) Transparansi, dan 3) Partisipasi anggaran. Sementara variabel
dependennya adalah kinerja anggaran. Model persamaan regresi yang terbentuk
dalam studi ini adalah:

Y =a+ Xy + BaXo +PsXs+ e

Untuk mengetahui besarnya nilai a dan  dapat di lihat pada output regresi

dalam tabel dibawabh ini:

Tabel 4.12 Hasil Regresi

Unstandardized Coefficients

Model B Std. Error
1 (Constant) 19,138 5,851
Akuntabilitas (X1) 0,695 0,121
Transparansi (X2) 0,224 0,095
Partisipasi Anggaran (X3) 0,146 0,059

Sumber: Data olahan 2022
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Mengacu pada hasil output regresi yang telah disajikan dalam tabel 4.12

maka persamaan model regresi yang terbentuk adalah:

Y =19,138 + 0,695(X1) + 0,224(Xz) + 0,146(Xs) + ¢

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

1.

9.6

Nilai o (Constant) 19,138. Artinya, apabila tidak ada akuntabilitas,
transparansi dan juga partisipasi anggaran, maka nilai kinerja anggaran
sebesar 19,138.

Koefisien () variabel akuntabilitas (X1) senilai 0,695. Artinya, apabila
akuntabilitas Pemkot Samarinda meningkat sebesar 1 kali, maka Kinerja
anggaran juga akan meningkat sebesar 0,695. Dengan catatan bahwa
variabel independen lainnya tidak berubah (konstan).

Koefisien (B) variabel transparansi (X2) senilai 0,224. Artinya, apabila
transparansi Pemkot Samarinda meningkat sebesar 1 kali, maka Kkinerja
anggaran juga akan meningkat sebesar 0,224. Dengan catatan bahwa
variabel independen lainnya tidak berubah (konstan).

Koefisien (B) variabel partisipasi anggaran (X3) senilai 0,146. Artinya,
apabila ASN meningkatkan partisipasinya sebesar 1 kali dalam penyusunan
anggaran Pemkot Samarinda, maka kinerja anggaran juga akan meningkat
sebesar 0,146. Dengan catatan bahwa variabel independen lainnya tidak
berubah (konstan).

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F termasuk dalam pengujian goodness of fit (GoF) yang dipakai untuk

mengestimasi apakah akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi anggaran
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layak digunakan dalam model penelitian untuk memprediksi pengaruhnya pada
Kinerja anggaran Pemkot Samarinda. Berikut merupakan hasil pengujian goodness
of fit pada penelitian:

Tabel 4.13 Hasil Uji Kelayakan Model

Madel Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5042,540 3 1680,847 55,810 0,000"
Residual 2168,447 72 30,117
Total 7210,987 75

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan hasil pengujian goodness of fit (GoF) yang telah disajikan pada
tabel 4.13 dapat di lihat besaran parameter signifikansi yang diperoleh adalah
0,000. Parameter signifikansi tersebut berada lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).
Dengan diperolehnya hasil tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi anggaran layak digunakan dalam
model penelitian untuk memprediksi pengaruhnya pada kinerja anggaran Pemkot
Samarinda. Dengan demikian model penelitian memenuhi model fit.

9.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa besar hubungan
(pengaruh) dari akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi anggaran terhadap
kinerja anggaran Pemkot Samarinda. Apabila nilai koefisien determinasi yang
diperoleh mendekati 1 (satu) mengartikan bahwa semakin besar kemampuan
variabel prediktor menjelaskan variabel terikat (Gani dan Amalia, 2015).

Koefisien determinasi yang diperoleh pada penelitian sebagai berikut.
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Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi

Madel R R Square Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 0,836% 0,699 0,687 5,488

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan besaran koefisien determinasi yang telah disajikan tabel 4.14
diperoleh koefisien determinasi yang terletak pada kolom Adjusted R Square
sebesar 0,687. Nilai koefisien determinasi tersebut mengartikan bahwa Kinerja
anggaran Pemkot Samarinda dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan
juga partisipasi anggaran sebesar 68,7%. Sedangkan sisanya 31,3% Kkinerja
anggaran Pemkot Samarinda dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dipakai
pada model penelitian.

Berdasarkan tabel 4.13 juga dapat diketahui koefisien korelasi yang terletak
pada kolom (R). Koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,836. Nilai korelasi
tersebut tergolong dalam kategori sangat kuat, karena nilai koefisien korelasi (R)
berada di antara 0,80 — 1,0. Dengan demikian koefisien korelasi dalam model
penelitian menunjukan hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan juga
partisipasi anggaran dengan kinerja anggaran dalam kategori sangat kuat.

9.8 Hasil Uji Hipotesis

Untuk menentukan terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian yang telah
dirumuskan, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dan kesalahan
(error) 5% alpha = 0,05. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis yang telah

diestimasi:



Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis
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Variabel B t-statistic Sig. Arah Keterangan
(Constant) 19,138 3,271 0,002
Akuntabilitas (X1) 0,695 5,734 0,000 | Positif |  Signifikan
Transparansi (X2) 0,224 2,353 0,021 | Positif Signifikan
Partisipasi Anggaran (X3) 0,146 2,460 0,016 | Positif Signifikan

Sumber: Data olahan 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disajikan dalam tabel 4.15

sehingga dapat di interpretasikan hasilnya sebagai berikut:

1. Hubungan Akuntabilitas Dengan Kinerja Anggaran

Hubungan akuntabilitas dengan kinerja anggaran memiliki koefisien regresi ()
arah positif (+) dengan parameter signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 (0,000
< 0,05). Artinya, akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan positif pada
Kinerja anggaran. Sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.

. Hubungan Transparansi Dengan Kinerja Anggaran

Hubungan transparansi dengan kinerja anggaran memiliki koefisien regresi ()
arah positif (+) dengan parameter signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 (0,021
< 0,05). Artinya, transparansi memiliki dampak yang signifikan positif pada
Kinerja anggaran. Sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

. Hubungan Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Anggaran

Hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja anggaran memiliki koefisien
regresi () arah positif (+) dengan parameter signifikansi lebih kecil dari alpha

0,05 (0,016 < 0,05). Artinya, partisipasi anggaran memiliki dampak yang
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signifikan positif pada kinerja anggaran. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan
diterima.

9.9 Pembahasan

9.9.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada variabel
akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, diperoleh parameter signifikansi sebesar
0,000 dan koefisien regresi arah positif (+). Artinya, akuntabilitas memiliki
dampak positif yang signifikan bagi kinerja anggaran Pemkot Samarinda.
Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan bahwa, setiap adanya
peningkatan akuntabilitas dari setiap OPD di unit kerja Kota Samarinda akan
berdampak pada kinerja anggaran yang lebih baik.

Hasil penelitian sejalan dengan stewardship theory, dalam konsep
stewardship theory dijelaskan tentang individu (pemerintah) tidak termotivasi
oleh kepentingan sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan bersama untuk
mencapai kinerja yang maksimal. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah pada Pemkot Samarinda menunjukan bahwa Pemerintah Kota
Samarinda (steward) telah berupaya untuk mengutamakan kepentingan
masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh Jefri (2018) bahwa kinerja
pemerintah yang berhasil pada umunya telah memenuhi keinginan
masyarakatnya.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai
sasaran dan tujuan organisasi yang sebelumnya telah direncanakan. Prinsip dari

akuntabilitas yaitu, publik (masyarakat) berhak mengetahui kebijakan yang
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diambil oleh pembuat kebijakan (pemerintah). Pihak yang berkepentingan dalam
hal ini adalah pemerintah dan masyarakat (Anggraini et al, 2021). Akuntabilitas
merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penjelasan serta
menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah, segala keputusan,
dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah membuktikan bahwa
Pemkot Samarinda serius dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akuntabilitas
merupakan titik sentral yang mempengaruhi kinerja anggaran pada unit kerja
Pemkot Samarinda. Semakin tinggi akuntabilitas yang diberikan oleh setiap OPD
yang berada di unit kerja Pemerintah Kota Samarinda dalam menjawab segala hal
yang berkaitan dengan penggunaan angaran, maka semakin baik kinerja anggaran
yang akan dicapai (Harnovinsah et al, 2020).

Implikasi dari temuan penelitian adalah agar kinerja anggaran Pemkot
Samarinda berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas akan meningkatkan budaya
organisasi, akuntabilitas harus dipastikan melalui berbagai tindakan, termasuk
standar profesional dan tanggungjawab kepada publik (Hang dan Hong, 2016).
Sehingga dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik,
maka Kinerja anggaran akan berjalan dengan maksimal dan menjadi semakin
meningkat (Jeriansyah dan Mappanyukki, 2020).

Hasil penelitian sejalan dengan temuan Harnovinsah et al (2020), Achmad

et al (2020), serta Laoli (2019). Dalam temuan penelitiannya dikatakan bahwa
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akuntabilitas mempunyai dampak yang signifikan positif bagi kinerja anggaran.
Akuntabilitas menjadi ukuran yang akan menentukan arah kinerja anggaran.
Sehingga, dengan adanya akuntabilitas akan mendorong kinerja anggaran yang
positif dengan hasil kinerja yang ekonomis, efisien, dan efektif dalam

pembangunan daerah.

9.9.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada variabel
transparansi terhadap Kinerja anggaran, diperoleh parameter signifikansi sebesar
0,021 dan koefisien regresi arah positif (+). Artinya, transparansi anggaran
memiliki dampak positif yang signifikan bagi Kkinerja anggaran Pemkot
Samarinda. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan bahwa, setiap
adanya peningkatan transparansi anggaran pada setiap OPD di unit kerja Kota
Samarinda akan berdampak pada kinerja anggaran yang positif dan lebih baik.

Mengacu pada hipotesis yang diajukan, maka dinyatakan hipotesis pengaruh
transparansi terhadap kinerja anggaran telah terbukti. Berdasarkan perspektif
stewardship theory, transparansi anggaran digunakan oleh pemerintah (steward)
untuk memberikan rasa tanggungjawab dan mengungkapkan seluruh aktivitas
(program) pemerintah kepada masyarakat (publik). Transparansi anggaran akan
memudahkan masyarakat untuk menilai terkait anggaran dan program yang telah
ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang transparan menggambarkan Kinerja
anggaran yang baik (Schillemans dan Bjurstrem, 2019). Dengan demikian hasil

penelitian sejalan dengan stewardship theory.
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Transparansi berarti keterbukaan yang menyeluruh dan memberi informasi
pada lapisan masyarakat secara utuh tentang fungsi anggaran dalam
pemerintahan., dengan adanya transparansi anggaran berdampak positif bagi
kepentingan publik. Terdapat beberapa manfaat dari adanya transparansi
anggaran, diantaranya meliputi: 1) Pencegahan korupsi, 2) Dapat digunakan
sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dari kebijakan penggunaan
anggaran, 3) Meningkatkan kepecayaan publik pada pemerintah, 4) Meningkatkan
kohesi sosial (Temalagi et al, 2022).

Hasil penelitian mengartikan bahwa untuk menghindari alokasi anggaran
yang kurang tepat di unit kerja Pemkot Samarinda, maka diperlukan transparansi
anggaran. Transparansi meliputi keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota
Samarinda kepada masyarakat dalam dan menetapkan anggaran keuangan daerah,
dengan adanya transparansi maka akan tercipta horizontal accountability antara
Pemkot Samarinda dengan masyarakat.

Apabila informasi tentang anggaran keuangan daerah tersampaikan kepada
masyarakat, maka akan mengurangi kontraversional anggaran. Dengan adanya
transparansi dari Pemkot Samarinda juga akan mengurangi kesalahan penyusunan
anggaran, karena dengan adanya transparansi masyarakat bisa menilai atau
mengoreksi jika terjadi kekeliruan, sehingga transparansi mengakibatkan kinerja
anggaran menjadi lebih maksimal dan kegiatan (program) Pemerintah Kota
Samarinda menjadi lebih terkendali.

Implikasi dari temuan penelitian adalah agar kinerja anggaran Pemkot

Samarinda berjalan dengan baik, maka Pemerintah Kota Samarinda melalui setiap
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unit kerja (OPD) harus tetap memperhatikan dan terus berupaya untuk
meningkatkan transparansi anggaran. Transparansi juga akan menciptakan budaya
organisasi yang bertanggungjawab kepada masyarakat (publik). Transparansi
anggaran akan memerangi korupsi, sehingga kinerja anggaran akan menjadi lebih
baik dengan adanya transparansi (Cimpoeru M. dan Cimpoeru V, 2015).

Hasil penelitian sejalan dengan temuan Jeriansyah dan Mappanyukki
(2020), Achmad et al (2020), serta Schillemans dan Bjurstrem (2019). Dalam
temuan penelitiannya mereka mengatakan bahwa transparansi anggaran
mempunyai dampak yang signifikan positif bagi kinerja anggaran. Pengelolaan
keuangan daerah yang transparan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam
mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan menjunjung tunggi prinsip
kejujuran, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik
korupsi.

9.9.3 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada variabel
partisipasi anggaran terhadap Kinerja anggaran, diperoleh parameter signifikansi
sebesar 0,016 dan koefisien regresi arah positif (+). Artinya, partisipasi anggaran
memiliki dampak yang positif signifikan bagi Kkinerja anggaran Pemkot
Samarinda. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan bahwa, setiap
adanya peningkatan partisipasi dari ASN dalam penyusunan anggaran di setiap
OPD unit kerja Kota Samarinda akan berdampak pada kinerja anggaran yang

semakin baik.
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Mengacu pada hipotesis yang diajukan, maka dinyatakan hipotesis pengaruh
partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran telah terbukti. Dalam konsep goal
setting theory atasan berupaya untuk mencapai tujuan dengan melibatkan pegawai
(ASN) dalam menyusun anggaran. Penganggaran partisipatif memungkinkan
pegawai untuk memberikan masukan pada semua aspek dalam perencanaan
anggaran, dan mengarah pada kejelasan tujuan, serta penerimaan tujuan anggaran
(Fakile, Ojeka, dan Oyewo, 2016). Sehingga pada akhirnya kinerja anggaran yang
dicapai menjadi lebih baik, karena anggaran yang dialokasikan telah sesuai dan
disepakati oleh semua pihak. Dengan demikian hasil penelitian sejalan dengan
goal setting theory yang menitikberatkan pada tahapan yang melibatkan pegawai
dan pimpinan dalam menentukan tujuan kerja (goal).

Berdasarkan pada hasil penelitian, salah satu faktor yang mampu
meningkatkan kinerja anggaran Pemkot Samarinda adalah dengan adanya
partisipasi dari pegawai dalam menyusun anggaran. Pegawai Pemkot Samarinda
yang bekerja di setiap OPD dapat menyatakan pendapat dan usulan kepada
pimpinan yang berkaitan dengan anggaran keuangan daerah yang sedang
dirancang. Semakin besar partisipasi pegawai Pemkot Samarinda dalam proses
penyusunan anggaran, maka semakin banyak ide (gagasan) yang tercipta untuk
menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Anggaran selalu digunakan
sebagai perencanaan organisasi yang penting dan sebagai instrumen kontrol, dan
digunakan untuk evaluasi Kinerja. Partisipasi anggaran cenderung berkontribusi

pada perbaikan dari proses manajemen organisasi sebagai perbaikan lingkungan
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kerja yang berdampak positif pada kinerja anggaran (Zonatto, Nascimento,
Lunardi, dan Degenhart, 2020).

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran
mempunyai korelasi yang positif bagi kinerja anggaran yang lebih baik. Implikasi
dari hasil penelitian adalah agar pegawai Pemkot Samarinda lebih aktif lagi untuk
berpartisipasi dalam proses menyusun anggaran di unit kerja masing-masing.
Pimpinan juga harus menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi
musyawarah untuk mufakat. Hasil penelitian sejalan dengan temuan Premananda
dan Latrini (2017) dan Achmad dan Saleh (2020). Dalam temuan penelitiannya,
mereka mengatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki dampak
yang signifikan positif bagi Kkinerja anggaran. Kontribusi pegawai dalam
penyusunan anggaran keuangan daerah merupakan bentuk tatakelola

pemerintahan yang baik dalam mewujudkan kinerja yang maksimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai temuan
penelitian dan pembahasan pada masing-masing hipotesis, sehingga peneliti dapat
membuat beberapa kesimpulan, kesimpulan tersebut diantaranya adalah:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (Hi) menunjukan bahwa akuntabilitas
berdampak signifikan positif pada kinerja anggaran Pemkot Samarinda.
Sehingga hipotesis pertama (H:) dinyatakan terbukti. Akuntabilitas yang
tinggi dari setiap unit kerja OPD Kota Samarinda dapat menciptakan kinerja
anggaran yang positif.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukan bahwa transparansi anggaran
berdampak signifikan positif pada kinerja anggaran Pemkot Samarinda.
Sehingga hipotesis kedua (H.) dinyatakan terbukti. Adanya transparansi
anggaran dari setiap unit kerja OPD Kota Samarinda kepada publik
menunjukan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Kinerja anggaran yang
sehat dan bebas dari praktik korupsi.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (Hz) menunjukan bahwa partisipasi anggaran
berdampak signifikan positif pada kinerja anggaran Pemkot Samarinda.
Sehingga hipotesis ketiga (Hs) dinyatakan terbukti. Partisipasi berkontribusi
pada perbaikan manajemen organisasi dan perbaikan lingkungan kerja yang

berdampak positif pada kinerja anggaran.
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5.2 Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini,
ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang
agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk
lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki
kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian
menjadi lebih baik lagi, karena penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan.
Kekurangan tersebut diantaranya adalah keterbatasan variabel prediktor yang
hanya tiga variabel saja. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel
prediktor lainnya. Seperti; pengawasan anggaran, ataupun yang lainnya.

2. Adanya Kketerbatasan penelitian dengan menggunakan Kkuisioner yaitu
terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan
sesungguhnya.

3. Agar penelitian dapat menjadi lebih baik, untuk peneliti selanjutnya diharapkan
menambahkan kuisioner penilaian masyarakat terhadap Organisasi Perangkat

Daerah.

5.3 Saran
Berdasarkan pada temuan penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian, saran tersebut diantaranya adalah:
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1. Bagi OPD yang ada di unit kerja Pemkot Samarinda harapannya dapat
meningkatkan lagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga
Kinerja anggaran dapat berjalan dengan lebih maksimal. Karena berdasarkan
pada hasil penelitian telah membuktikan bahwa akuntabilitas yang tinggi
mampu meningkatkan kinerja anggaran menjadi lebih baik.

2. Bagi OPD yang ada di unit kerja Pemkot Samarinda harapannya dapat
meningkatkan lagi transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik.
Karena berdasarkan pada hasil penelitian telah membuktikan bahwa adanya
transparansi anggaran yang tinggi mampu meningkatkan kinerja anggaran
menjadi lebih baik.

3. Bagi pegawai OPD yang ada di unit kerja Pemkot Samarinda harapannya dapat
lebih aktif lagi dan meningkatkan partisipasinya dalam proses penyusunan
anggaran keuangan daerah. Karena berdasarkan pada hasil penelitian telah
membuktikan bahwa adanya partisipasi yang maksimal dari pegawai mampu

meningkatkan kinerja anggaran menjadi lebih baik.
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LAMPIRAN 1 KUISIONER PENELITIAN

1.  Identitas Responden
Mohon Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi indentitas berikut ini, beri tanda centang

(\) atau silang (X) pada kolom yang sesuai:

Nama
Jenis Kelamin : |:| Laki- Laki
|:| Perempuan
Usia D Tahun
Pendidikan Terakhir . D1 |:| D2 D D3 |:|
st [ s2 @O s O
Jabatan

Lama Bpk/Ibu/Sdr/i Menduduki Jabatan :1-5thn |:| 5-10thn |:| >10 thn D
Latar Belakang Pendidikan : |:| Akuntansi
|:| Manajemen

|:| IImu Pemerintahan

|:| Hukum
D Lainnya
2. Petunjuk Pengisian Kuisioner
Mohon Bapak/lbu/Sdr/i untuk memberikan tanda check list (V) pada kolom
penilaian yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai, dengan contoh sebagai berikut.
Catatan:
Responden diwajibkan menjawab setiap pertanyaan pada setiap item sesuai

dengan penilaian individu. Penilaian yang semakin tinggi artinya semakin baik,



74

sementara penilaian yang semakin rendah atau mendekati nilai 0 maka artinya

semakin buruk.

No Pernyataan 0|12 |3 (4|5|6]|7]38

Anggaran dikelola dengan
sebaik mungkin yang
berorientasi pada
kepentingan publik.

3. Indikator Kinerja Anggaran (Y)
Mohon Bapak/1bu/Sdr/i untuk memberikan tanda check list (\) pada kolom

penilaian yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai:

Y Pernyataan O|j1(2|3|4(|[5|6]|7]|8

Anggaran dikelola
dengan sebaik mungkin
yang berorientasi pada
kepentingan publik.

Y11

Anggaran dikelola
dengan ekonomis dan
Y1.2 | mengurangi pengeluaran
yang yang tidak
produktif.

Anggaran dikelola
Y1.3 | dengan efisien untuk
mencapai tujuan tertentu.

Anggaran dikelola
dengan efektif yangmana
seluruh program yang
ditargetkan dapat
mencapai hasil yang
telah ditetapkan.

Y14

Anggaran dikelola
dengan adil dan merata
serta ada kesempatan
sosial yang sama untuk
mendapatkan peyananan
publik yang berkualitas.

Y1.5
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No Pernyataan O(1|12|3|4|5|6]|7]|38

Anggaran dikelola
dengan merata dan
Y1.6 | penggunaanya tidak
terkonsentrasi pada
kelompok tertentu..

Pemerintah daerah
memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan
daerah.

Y1.7

Alokasi belanja anggaran
Y1.8 | lebih berorientasi
kepentingan publik.

Anggaran digunakan
dengan efisien dan hemat
dalam setiap pelaksanaan
kegiatan.

Y19

Penerapan prinsip
ekonomi, efisien, efektif
dalam penggunaan
anggaran.

Y1.10

Value for money
merupakan jembatan
untuk mengantar
pemerintah dalam
mencapai pemerintah
yang akuntabel,
transparan, ekonomis,
efisien, dan efektif..

Y1.11

4. Indikator Akuntabilitas (X1)
Mohon Bapak/lbu/Sdr/i untuk memberikan tanda check list (V) pada kolom

penilaian yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai:

X1 Pernyataan o122 ]1]3]4]|5]|6 (7|38

Tahapan pengelolaan
X1.1 | anggaran melibatkan
unsur-unsur masyarakat.

Anggaran disajikan
X1.2 | secara terbuka, cepat,
dan tepat kepada publik.
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X1

Pernyataan

10

X1.3

Kepentingan publik
menjadi perhatian dan
pertimbangan utama
dalam pengelolaan
anggaran.

X1.4

Masyarakat
diperbolehkan untuk
mengetahui dokumen
anggaran.

X15

Indikator hasil kinerja
yang akan dicapai
ditetapkan dan telah
digunakan untuk
mengevaluasi anggaran.

X1.6

Proses dan
pertanggungjawaban
anggaran diawasi secara
terus-menerus.

X1.7

Penyajian anggaran telah
menyertakan informasi
masa lalu.

X1.8

Dalam mengevaluasi
anggaran dilakukan
dengan membandingkan
target dengan realisasi
anggaran.

X1.9

Anggaran
dipertanggungjawabkan
kepada otoritas yang lebih
tinggi dan kepada
masyarakat luas (publik).
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5. Indikator Transparansi (X2)
Mohon Bapak/1bu/Sdr/i untuk memberikan tanda check list () pada kolom

penilaian yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai:

X2 Pernyataan o112 ]34 ([5(|[6]|7]S8

Pemerintah berkewajiban
untuk mengumumkan
X2.1 | anggaran kepada publik
sebagai bentuk
transparansi anggaran.

Informasi yang diberikan
kepada publik dapat
meningkatkan
transparansi anggaran.

X2.2

Masyarakat mudah untuk
X2.3 | mengakses dokumen
tentang anggaran.

Masyarakat sulit untuk
mengakses dokumen
X2.4 | pubik yang berkaitan
dengan anggaran karena
birokrasi yang sulit.

Musrembang dapat
X2.5 | meningkatkan kebijakan
transparansi anggaran.

Laporan
pertanggungjawaban
X2.6 | tahunan anggaran selalu
dilakukan dengan tepat
waktu.

Transparansi anggaran
dapat mengakomodasi
aspirasi/suara
masyarakat.

X2.7

Pengumuman terkait
X2.8 | anggaran dapat diakses
oleh publik setiap waktu.

Pengumuman kebijakan
yang berkaitan dengan
anggaran mudah
didapatkan oleh publik.

X2.9




78

6. Indikator Partisipasi Anggaran (X3)

Pertanyaan berikut ini digunakan untuk menggambarkan peran
Bapak/lbu/Sdr/i dalam menentukan dan merancang anggaran untuk bagian
dimana Bapak/lbu/Sdr/i bekerja. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) atau
lingkari pada skala yang ada dan sesuai menurut Bapak/lbu/Sdr/i untuk masing-
masing pertanyaan.

Contoh:

o | 1t [ 2] 3] a4a]s]e] 7] 8 N9) 10

Tidak Satupun Anggaran Seluruh Anggaran

c

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi yang
menggambarkan peran Bapak/Ibu/Sdr/i dalam menentukan dan merancang
anggaran:

1. Kategori manakah yang menjelaskan keterlibatan Bapak/lbu/Sdr/i ketika
proses penyusunan anggaran dan ditetapkan? Saya ikut dan terlibat dalam

penetapan:

o | 1t [ 23] 45 6] 7] 8] 910

Tidak Satupun Anggaran Seluruh Anggaran

2. Kategori manakah yang menjelaskan alasan yang diberikan oleh pimpinan
Bapak/Ibu/Sdr/i ketika revisi anggaran dibuat? Alasan yang diberikan

pimpinan saya ketika merevisi anggaran yang saya susun:

o | 1t [ 23] a4a]5s 6] 7] 8] 9]0

Sangat Tidak Logis Sangat Logis
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. Seberapa sering Bapak/lbu/Sdr/i menyatakan pendapat dan usulan tentang

anggaran kepada pimpinan Bapak/Ibu/Sdr/i tanpa diminta?

o | 1t [ 23] a4a]s]e6e] 7] 8] 9710

Tidak Pernah Sangat Sering

. Seberapa besar Bapak/Ibu merasa bahwa Bapak/Ibu/Sdr/i memiliki pengaruh

dalam penetapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)?

o | 1| 2] 3] 4[5 6] 7] 8] 9] 10

Tidak Ada Sangat Besar

. Seberapa besar kontribusi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA)? Kontribusi Saya adalah:

o | 1t [ 23] 45 6] 7] 8] 910

Tidak Ada Sangat Besar

. Seberapa sering pimpinan Bapak/lbu/Sdr/i meminta pendapat atau usulan

Bapak/Ibu selama Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disusun dan ditetapkan?

o | 1] 2] 3] 4|5 [e6] 7] 8] 9]10

Tidak Ada Sangat Sering
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No Nama OPD Sampel

1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 2 Responden
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Responden
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Responden
4 | Badan Pendapatan Daerah 2 Responden
5 | Badan Penelitian dan Pengembangan 2 Responden
6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Responden
7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Responden
8 | Dinas Kearsipan 2 Responden
9 | Dinas Kebudayaan 2 Responden
10 | Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Responden
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Responden
12 | Dinas Kesehatan 2 Responden
13 | Dinas Ketahanan Pangan 2 Responden
14 | Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Responden
15 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2 Responden
16 | Dinas Lingkungan Hidup 2 Responden
17 | Dinas Pariwisata 2 Responden
18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Responden
19 | Dinas Pemadam Kebakaran 2 Responden
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Responden
21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 Responden
22 | Dinas Pendidikan 2 Responden
23 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 Responden
24 | Dinas Perdagangan 2 Responden
25 | Dinas Perhubungan 2 Responden
26 | Dinas Perikanan 2 Responden
27 | Dinas Perindustrian 2 Responden
28 | Dinas Perpustakaan 2 Responden
29 | Dinas Pertanahan 2 Responden
30 | Dinas Pertanian 2 Responden
31 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Responden
32 | Dinas Sosial 2 Responden
33 | Dinas Tenaga Kerja 2 Responden
34 | Inspektorat Daerah 2 Responden
35 | Rumah Sakit Umum I.A Moeis 2 Responden
36 | Satuan Polisi Pamong Praja 2 Responden
37 | Sekretariat Daerah 2 Responden
38 | Sekretariat DPRD 2 Responden

Total Responden

76 Responden
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LAMPIRAN 3 TABULASI DATA KINERJA ANGGARAN
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LAMPIRAN 4 TABULASI DATA AKUNTABILITAS
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Total X1

60
79
76
61

76
42

71

o7

72
68
68
81

71

68
72

71

71

76
72
72
68
67

60
62
73
71

72
75
70
72
79
72
72
65
70
74
61

70
66
70

X1.9

X1.8

X1.7

10

X1.6

10

X1.5

X1.4

X1.3

X1.2

X1.1

Resp.

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
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LAMPIRAN 5 TABULASI DATA TRANSPARANSI ANGGARAN

Total X2

68
49

72
69
42

66
61

63
74
77
60
55
69
75
45

66
83

81

76
65

83
67

75
76
74
74
77
78
49

74
75
70
77
74
60
70

X2.9

10
10

10

X2.8

10

10

X2.7

10

10

10

X2.6

10

10
10

10

10
10

10

10

X2.5

10

10
10

10

10

X2.4

X2.3

10

10

10

X2.2

10

10
10
10

10

10
10

10

10

X2.1

10

10

10
10
10

10

10
10

10

10

Resp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
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Total X2

41

51

71

60
66
41

56
39

43
66
72
72
59
66
69
63
66
66
66
63
73
62
66
65

62
64
65
69
65
65
73
66
75
56
63
68
61

64
60
66

X2.9

X2.8

X2.7

X2.6

X2.5

X2.4

X2.3

10

X2.2

X2.1

Resp.

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
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LAMPIRAN 6 TABULASI DATA PARTISIPASI ANGGARAN

Total X3

49

30
55
50
50
30
45

32

50
45

34

42

23
42

25

55
59
60
60
33
48

52
58
53
52
50
49

49

10
43

54
42

51

32

50

X3.6

10

10
10

X3.5

10
10
10

10

X3.4

10
10
10

10

X3.3

10
10
10

10

10

X3.2

10

10

10
10
10

10

10

10

X3.1

10

10
10
10

Resp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
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Total X3

48

39

47

38

34

36

47

58
44
38

42

42

45

47

51

48

46

40

45

48

51

48

48

38

48

47

51

54
48

40

52
23

45

52
46

47

32

60

X3.6

10

10

X3.5

10

10

X3.4

10

10

10

X3.3

10

X3.2

10

X3.1

10

10

Resp.

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76




LAMPIRAN 7 OUTPUT SPSS

Distribusi Frekuensi

Statistics
Pendidikan Latar Belakang
Terakhir Pendidikan
N Valid 76 76
Missing 0 0
Pendidikan Terakhir
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  Diploma 8 10,5 10,5 10,5
Sarjana 62 81,6 81,6 92,1
Magister 6 7,9 7,9 100,0
Total 76 100,0 100,0
Latar Belakang Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Akuntansi 13 17,1 17,1 17,1
IImu Pemerintahan 11 14,5 14,5 31,6
Manajemen 14 18,4 18,4 50,0
Hukum 5 6,6 6,6 56,6
Lainnya 33 43,4 43,4 100,0
Total 76 100,0 100,0




Uji Validitas Kinerja Anggaran

Correlations

90

vit | vi2 | vis | via | vyis | vie | viz | vis | vio | viio | yinn Aﬁénge;gn

Y1l e 1| 809" | 792 | 776" | 3157 | 306" | 335" | 4227 | 376" | 427 | 424" 731"

Z‘ﬁeé)z 000 | 000 | 000 | ,006| ,007| ,003| ,000| ,001| ,000]| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y12 (F:)i?rrzlc;?ion 809" 1| ,815" | 820" | 369" | 475" | 451" | 431" | 558" | 390" | 452" 799"

ts;?eé)z 000 000 | ,000 | ,001| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y13 zif:;‘;’;ion 792" | 815" 1| 800" | 372" | 448" | 500 | 458" | 466" | 5017 | 518" 808"

ts;?eé)z 000 | ,000 000 | ,001| ,000| ,000| 000 | ,000| ,000]| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Yi4 Coaron | 7767 | 8207 | 800" 1| 508" | 532" | 518" | 4717 | 5017 | 521" | 554" 841"

f;l?eé)z 000 | ,000 | ,000 000 | ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y1s Coaron | 3157 | 369" | 372" | s08” 1| ,777% | 485" | 537" | 605" | 512° | 562" 703"

f;?eé)z 006 | 001 | ,001| 000 000 | 000 | ,000| ,000| ,000]| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y16 Coarson | 3067 | 4757 | aas” | s327 | 777" 1| 570" | 533% | a7 | 410" | 509" 738"

f;?eé)z 007 | 000 | ,000| ,000 | 000 000 | ,000 | ,000| ,000| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

YLz coaroon | 3357 | 451" | 500" | 518 | 485" | 570" 1| 616" | 614" | 559" | 476" 719"

ti'l?eé)z 003 | 000 | ,000| 000 | ,000]| ,000 000 | ,000| ,000| ,000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y18 poaroon | 4227 | as1 | ass” | a7 | 537 | 533" | 16" 1| 643" | 642" | 600 749"

ti'l?eé)z 000 | 000 | ,000| ,000| ,000| 000 000 000 | ,000 | 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y1.9 Eifrresl‘;’t‘ion 376" | 558" | 466" | 501" | 605" | 647" | 614" | 643" 1| 654" | 588" 786"

tsa'l?eé)z 001 | ,000| ,000| 000/ ,000| ,000]| 000 000 000 | ,000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

Y1.10 Eifrresl‘;’t‘ion 427" | 390" | 501" | 521" | 512" | 410" | 559" | 642" | 654" 1| 774" 754"

tSall?e(g)z ,000 | ,000 | ,000| 000 | ,000| 000 ,000]| 000/ 000 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

viil Ef)frr;‘;rt‘l on | 4247 | 452 | 518" | 5547 | 562" | 599" | 476" | 600" | 588" | 774 1 772"

tSall?eé)z 000 | 000 | ,000| 000/ ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000]| 000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

ﬂgﬁ an Ef)frr;‘;rt‘ion 7317 | ,799" | 808" | 841" | 703" | ;738" | ;719" | ;749" | ;786" | 754" | ;772" 1
ts;?eé)z ,000 | 000 | ,000| 000 ,000| ,000| ,000| ,000| 000 ,000]| 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Uji Validitas Akuntabilitas

Correlations

91

X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | X1.8 | X1.9 | Akuntabilitas
X1.1 Eears"”. 1| 583" | 566" | 283" | 464" | 416™ | 306" | 353" | 372" 705"
orrelation

Sig. (2-

o) 000 | ,000| ,013| ,000| ,000| ,007| ,002| ,001 000

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
X1.2 Pearson - . - " . N - o

o | 583 1| ,468" | 225 | 487" | 283 | 278" | 204" | 412 652

Sig. (2- 000 000 | ,051| ,000| ,013| ,015| ,010| ,000 000

tailed)

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
X1.3 Pearson | ggge | 468" 1| 066 |,727" | 683" | 449" | 483" | 597" 750"

Correlation

Sig. (2-

i) 000 | ,000 574 | 000| ,000| ,000| ,000| ,000 000

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
X1.4 Pearson " - -

coarson | 283 | 225 | 066 1| 61| 175 | 316" | 130 | 221 535

Sig. (2- 013 | 051 | 574 164 | 130 | ,005| 263 | 056 000

tailed)

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X1.5 Pearson | sea | ag7 | 7277 | 161 1| ,697" | 335" | 479" | 584" 741"

Correlation

Sig. (2-

ated) 000 | ,000| ,000| ,164 000 | ,003| ,000| ,000 000

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X1.6 Pearson - . - - - - - .

oot o | 4167 | 283" | 683" | 175 | 607 1| 443" | 593" | 581 737

Sig. (2- 000 | ,013| ,000| ,130| ,000 000 | ,000]| ,000 ,000

tailed)

N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
XL.7 Pearson | gng- | 578 | 449™ | 316™ | 335" | 443" 1| 469" | 407" 664"

Correlation

Sig. (2-

aied) 007 | ,015| ,000| ,005| ,003| ,000 ,000 | ,000 ,000

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
X1.8 Pearson - . o« o« . o« - .

oot | 13537 | 204" | 483" | 130 | 479" | 503" | 469 1| 646 665

Sig. (2- 002 | ,010| ,000| ,263| ,000| ,000| 000 000 ,000

tailed)

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
X1.9 Pearson | goom | p197 | 5977 | 221 | 584" | 5817 | 407" | 646" 1 730"

Correlation

Sig. (2- 001 | ,000| ,000| ,056| ,000| ,000| ,000| ,000 ,000

tailed)

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Akuntabilitas Pearson " . - . - . . - -

oot o | 7057 | 652" | 750" | 535" | 741" | 737" | 664" | 665" | 730 1

Sig. (2- 000 | ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000

tailed)

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Uji Validitas Transparansi Anggaran

92

X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.56 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X2.9 | Transparansi
X2.1 o 1| 857" | 571" | 534" | 523" | 506" | 531" | 546" | 495" 807"
tsaii?éé)z- ,000 | ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000| ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.2 Ei";‘rr;‘;rt‘ion 857" 1| ,556™ | ,458" | 573" | ,518™ | 538" | 484" | 421" 779"
gﬁ'éé)z' ,000 ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2:3 poarson | 5717 | 556" 1| 472" | 372" | 396" | 415" | 748" | 688" 796"
gﬁéé)z' ,000 | ,000 ,000 | ,001| ,000| ,000| ,000| ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.4 Ei";‘::l‘:t‘ion 534" | 458" | 472" 1| 428" | 469" | 377" | 403" | 398" 663"
tse:i?éé)z' ,000 | ,000 | ,000 ,000 | ,000| ,001| ,000]| ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.5 poarson | 523" | 573" | 372" | 428" 1| 5717 | 506" | 419" | 426" 697"
gﬁéé)z' ,000 | ,000| ,001| ,000 ,000 | ,000 | ,000] ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.6 Eg’;‘rr;‘;?ion 506" | 518" | 396" | 469" | 571" 1| ,627" | 503" | 442" 716"
iﬁéé)z' ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000 ,000 | ,000 | ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.7 (P:f)";‘rr cotion | /531" | 538" | 415" | 377" | 506™ | 627" 1| ,508" | 464" ;702"
f;ﬁ’éé)z' ,000 | ,000| ,000| ,001| ,000| ,000 ,000 | ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.8 Eg";‘rr;‘;: on | 546" | 484" | 748" | 403" | 419" | 503" | 508" 1| ,876" 832"
f’;ﬁ’éé)z' ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000 ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
X2.9 coarson | 4957 | 4217 | 688" | 308" | 426" | 442" | 464" | 876" 1 793"
f’;ﬁé 5)2 ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000 ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76
Transparansi ~ Pearson | gqz= | 279+ | 706" | 663" | 697" | ;716" | ;702" | 832" | ;793" 1
Correlation
gﬁe' 5)2 ,000 | ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000| ,000]| ,000
N 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76| 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Uji Validitas Partisipasi Anggaran

Correlations

93

Partisipasi
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Anggaran
x3.1 pearson 1| 806%| 792%| 825" | 7527 | 730" 895"
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
X3.2 Pearson 806" 1| 763" | 787" | 7277|6017 860"
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
X3.3 Pearson o - - - o o
galing i 792 763 1 826 777 750 ,901
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
X3.4 Pearson 825" | 787" | 826" 1| 875" | 834" 946
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
X3.5 Pearson 752° | 7277|177 |  875” 1] 044" 937"
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
X3.6 Pearson - - - - o -
Conrelation 739 ,691 750 834 ,944 1 ,916
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76
Partisipasi Pearson - - - - - -
Anggaran Conrelation ,895 ,860 ,901 ,946 ,037 ,916 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 76 76 76 76 76 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Uji Reliabilitas Kinerja Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha Based on

Cronbach's Standardized
Alpha Iltems N of Items
,928 ,929 11
Uji Reliabilitas Akuntabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's Standardized
Alpha Items N of ltems
,823 ,866 9

Uji Reliabilitas Transparansi Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized

Iltems

N of Items

,902

,906

9

Uji Reliabilitas Partisipasi Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized

Iltems

N of Items

,956

,958

6

94



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 76
Normal Parametersa? Mean ,0000000
Std. Deviation 5,37704574
Most Extreme Differences  Absolute ,047
Positive ,047
Negative -,045
Test Statistic ,047
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200°4d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Histogram
Histogram
Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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Normal P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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02 04
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06
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Uji Multikolinearitas

Coefficients?

03 10

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 Akuntabilitas ,446 2,240
Transparansi 447 2,238
Partisipasi Anggaran , 781 1,281

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?

96

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9,589 3,470 2,763 ,007
Akuntabilitas -,076 ,072 -,183 -1,064 ,291
Transparansi ,022 ,057 ,067 ,390 ,698
Partisipasi Anggaran -,030 ,035 -,111 -,850 ,398

a. Dependent Variable: Abs_Resid




Scatterplot

Scatterplot
Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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Regression Standardized Predicted Value

Koefisien Determinasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 ,8362 ,699 ,687 5,488

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Transparansi,
Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

97

Uji F
ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5042,540 3 1680,847 55,810 ,000P
Residual 2168,447 72 30,117
Total 7210,987 75

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas



98

Uji t
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 19,138 5,851 3,271 ,002
Akuntabilitas ,695 ,121 ,555 5,734 ,000
Transparansi ,224 ,095 227 2,353 ,021
Partisipasi Anggaran ,146 ,059 ,180 2,460 ,016

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Residuals Statistics?
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 57,96 107,32 90,01 8,200 76

Std. Predicted Value -3,909 2,111 ,000 1,000 76

Standard Error of Predicted

Value ,647 2,810 1,167 475 76

Adjusted Predicted Value 58,66 107,04 90,02 8,125 76

Residual -12,059 13,923 ,000 5,377 76

Std. Residual -2,197 2,637 ,000 ,980 76

Stud. Residual -2,239 2,619 -,001 1,009 76

Deleted Residual -12,517 14,832 -,010 5,710 76

Stud. Deleted Residual -2,305 2,734 ,000 1,022 76

Mahal. Distance ,054 18,678 2,961 3,697 76

Cook's Distance ,000 , 112 ,016 ,025 76

Centered Leverage Value ,001 ,249 ,039 ,048 76

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran




